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ABSTRACT

QUALITY OF SERVICE
LICENSING THE ROUTES OF TRANSPORT
IN DEPARTMENT OF TRANSPORTATION BULUNGAN REGENCY

Bernat Rantetasak
bernatrantetasak) 1 ([@gmail.com
Graduate Program Universitas Terbuka

The public service is an effort done by group or someone commitied bureaucracy
to provide assistance to the community in order to achieve a specific goal, such as
licensing the routes of transport. Department of Transportation of Bulungan
Regency in doing Public Service, still less Effective. This research aims to describe
and analyze the quality of service of granting permissions on the routes of
transport, barriers, and efforts to improve the quality of service of granting
permissions on the routes of transport in Department of Transportation Bulungan
Regency North Kalimantan Province.This research used the qualitative approach
with descriptive research type. The source of the data used are primary data and
secondary data. Researcher took eight informanis consisting ofthe head of the
Sield of traffic and transport, the head of transport section, the staff officersof
licensing service 2 people, entrepreneurs who arrange the licensing of transport
route 2 people and societies that arrange the licensing of transport route in this
case the driver transport 2 people. The technique of data collection are interview,
observation, documentation, and library studies. The results showed that the
quality of public service transport routes permitting known field of five
dimensions that consists of physical evidence (tangible), Department of
Transportation Office of the Bulungan Regency has not met in this facility and
infrastructure, services that are not yet adequate to provide the service to the
society. Reliability (reliability),service provided by officers of the Department of
Transportation Bulungan Regency already satisfy the society, service officers deal
with any society complaints, reliable in time and accuracy of service of
process.Responsiveness (responsiveness), the licensing of transport routes officers
communicated well with people who arrange the transport route and officers
helped the difficulties experienced by visitors. Guarantees (assurance,
Department of Transportation has given sense of security to each visitor in this
put parking attendants which secure conditions in garage, and empathy
(empathy), the officers of licensing of routes gave pleasant impression, explained
details about the procedures of service and accept criticism and suggestions with
all the heart. Obstacles faced related with facilities and infrastructure, apparatus
resources and awareness of society. Efforts to improve the quality of service are
addition of facilities and infrastructure, addition officers, and extention
progran/socialization to society.

Keywords : Quality of Service, Licensing the Routes of Transport
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ABSTRAK

KUALITAS PELAYANAN
PERIZINAN TRAYEK ANGKUTAN
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN

Bernat Rantetasak
bernatrantetasaks 1 @gmail.com
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang
birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu
tujuan tertentu, salzh satunya yaitu Perizinan Trayek Angkutan. Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan dalam melakukan Pelayanan Publik, masih kurang Efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan
pembertan perizinan trayek angkutan, hambatan, dan upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kuatitas layanan pemberian perizinan trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil delapan informan
yang terdiri dari Kepala bidang lalu lintas dan angkutan, Kepala seksi angkutan, Staf
petugas pelayanan perijinan 2 orang, Pengusaha yang mengurus ijin trayek angkutan 2
orang dan Masyarakat yang mengurus ijin trayek angkutan dalan hal ini sopir angkutan 2
orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi,
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan publik bidang perijinan trayek angkutan diketahui dari lima dimensi yang
terdiri dari bukti fisik (tangible) Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan belum
memenuhi fasilitas dalam hal ini sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kehandalan (reliability)Pelayanan yang
diberikan oleh petugas pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan sudah memuaskan masyarakat petugas pelayanan menangani setiap
keluhan masyarakat handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan, daya
tanggap (responsiveness) Petugas pelayanan perijinan frayek angkutan berkomunikasi
baik dengan para pengurus trayek angkutan dan petugas membantu kesulitan yang
dialami oleh pengunjung, jaminan (assurance) Pihak Dinas Perhubungan telah
memberikan rasa aman kepada setiap pengunjung dalam hal ini menempatkan tukang
parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkiran, empati (empathy) Petugas Pelayanan
Perijinan Trayek angkutan memberikan kesan yang menyenangkan menerangkan sejelas-
jelasnya mengenai prosedur pelayanan dan menerima kritik dan saran dengan sepenuh
hati. Kendala yang dihadapi terkait sarana dan prasarana, sumber daya aparatur dan
kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yaitn
penambahan sarana dan prasarana, penambahan pegawai, dan program
penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Trayek Angkutan
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan (km?), 2015
NO KECAMATAN LUAS (KM2) PERSENTASE
1 | Peso 3142,79 23,84
2 | Peso Hilir " 1639,71 12.44
3 | Tanjung Palas 1755,74 13,32
4 | Tanjung Palas Barat 1064,51 8,08
5 | Tanjung Palas Utara 806,34 6,12
6 | Tanjung Palas Timur 1277,81 9,69
7 | Tanjung Selor 677,77 5,41
8 | Tanjung Palas Tengah 624,95 4,74
9 | Sekatak 1993,98 15,13
10 { Bunyu 198,32 1,5
BULUNGAN 13181,92 100,00

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bulungan 2015

Berdasarkan Grafik 4.1 dan Tabel 4.1 diatas maka dapat dilihat uas wilayah
menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bulungan dimana terdapat 10
(Sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung
Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung
Palas Utara, Sekatak,Tanjung Selor, dan Bunyu. Kecamatan yang memiliki luas
paling besar adalah Kecamatan Peso dengan Luas Wilayah 3142,79 Km? dengan
Persentase 23,84 Persen, Kecamatan Sekatak dengan Luas Wilayah 1993,98 Km?
dengan Persentase 15,13 Persen, Kecamatan Tanjung Palas dengan Luas Wilayah
1755,74 Km?* dengan Persentase 13,32 Persen, Kecamatan Peso Hilir dengan Luas
Wilayah 1639,71 Km? dengan Persentase 12,44 Persen, Kecamatan Tanjung Palas
Timur dengan Luas Wilayah 1277,81 Km? dengan Persentase 9,69 Persen,
Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan Luas Wilayah 1064,51 Km? dengan
Persentase 8,08 Persen, Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan Luas Wilayah

806,34 Km? dengan Persentase 6,12 Persen, Kecamatan Tanjung Sclor dengan

Luas Wilayah 677,77 Km? dengan Persentase 5,41 Persen, Kecamatan Tanjung
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Palas Tengah dengan Luas Wilayah 624,95 Km? dengan Persentase 4,74 Persen,
dan yang memiliki luas wilayah yang kecil adalah Kecamatan Bunyu dengan Luas
Wilayah 198,32 Km? dengan Persentase 1,5 Persen. Dengan demikian luas
wilayah Kabupaten Bulungan secara Keseluruhan adalah 13181,92 KM? dengan
Persentase 100 Persen dan ibu kota Kabupaten Bulungan yaitu berada di Tanjung
Selor Kecamatan Tanjung Selor.

Adapun jarak dari ibukota Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten

Bulungan ke Ibu Kota Kabupaten di Kabupaten Bulungan dapat kita lihat pada

table di bawah ini :
Tabel 4.2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten
Bulungan (km), 2015
IBU KOTA JARAK KE IBUKOTA
NO KECAMATAN KECAMATAN KABUPATEN
1 Peso Long Bia 120
2 | Peso Hilir Long Tungu 69
3 Tanjung Palas Gunung Putih 15
4 | Tanjung Palas Barat Long Beluah 70
5 Tanjung Palas Utara Karang Agung 72
6 Tanjung Palas Tinmr Tanah Kuning 80
7 | Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir 8
8 | Tanjung Palas Tengah Salim Batu 15
9 Sekatak Sekatak Buji 110
10 | Bunyu Bunyu Barat 135

Sumber : Survei Potensi Desa 2014, BPS 2015

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, maka jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota
Kabupaten Bulungan dapat kita lihat bahwa kecamatan yang paling jauh adalah
Kecamatan Bunyu dengan ibukota Bunyu Barat memiliki jarak 135 Km,
Kecamatan peso dengan ibukota Long Bia memiliki jarak 120 Km, Kecamatan
Sekatak dengan ibukota Sekatak Buji memiliki jarak 110 Km, Kecamatan
Tanjung Palas Timur dengan ibukota Tanah Kuning memiliki jarak 80 Km,

Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan Ibukota Karang Agung memiliki jarak 72
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Km, Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan Ibu kota Long Beluah memiliki
jarak 70 Km, Kecamatan Peso Hilir dengan lbukota Long Tungu memiliki jarak
69 Km, Kecamatan Tanjung Palas dengan Ibukota Gunung Putih memiliki jarak
15 Km, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan Ibukota Salim Batu memiliki
jarak 15 km, dan Kecamatan Tanjung Selor dengan Ibukota Tanjung Selor Hilir
memiliki jarak 8 Km, dimana Tanjung Selor ini Sebagai Ibukota Kabupaten
Bulungan.

Terkait dengan Keadaan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bulungan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di
Kabupaten Bulungan (2015)

Jumlah Penduduk Pi:‘:ltlg:mb;::zn

No Kecamatan 2010 2014 2015 | 2010-2015 | 2014-2015
1 | Peso 4327 4341 4364 0,86 0,53
2 | Peso Hilir 3484 4302 4365 25,29 1,46
3 | Tanjung Palas 14029 16273 | 16416 17,01 0,88
4 | Tanjung Palas Barat 5832 7136 7139 2241 0,04
5 | Tanjung Palas Utara 8954 10834 | 10885 21,57 0,47
6 | Tanjung Palas Timur 8651 12336 | 12771 47,62 3,53
7 | Tanjung Selor 39439 | 47822 | 49242 24,86 2,97
8 | Tanjung Palas Tengah 7527 9958 10550 40,16 5,94
9 | Sekatak 9278 9735 9767 5,27 0,33
10 { Bunyu 11139 12848 | 12728 14,27 -0,91
BULUNGAN 112660 | 135582 | 138227 22,69 1,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cataian Sipil Kab. Bulungan 2015
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Memperhatikan Tabel 4.3 tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan
penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan sesuai dengan data dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan kita lihat bahwa
tingkat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2015
mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2010 penduduk
berjumlah 112.660 jiwa , Tahun 2014 berjumlah 135.582 jiwa, dan Tahun 2015
berjumlah 138.227 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun dari Tahun
2010-2015 adalah 22,6 persen dan dari Tahun 2014-2015 adalah 1,95 persen.
Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan Tahun
2016, jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tercatat sebesar 138.227 jiwa.
Jumlah ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya
yang berjumlah 135.582 jiwa. Atau dengan kata lain kenaikannya adalah sebesar
1,95 persen. Pola persebaran penduduk di Kabupaten Bulungan pada tiap-tiap
kecamatan berdasarkan luas wilayah diketahui kepadatannya adalah berkisar
antara 1,39 jiwa’km® sampai 64,18 jiwa/km® Diketahui bahwa kepadatan
penduduk Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 10,47 jiwa/km2. Tingkat
penyebaran penduduk di Kabupaten Bulungan banyak terpusat di Kecamatan
Tanjung Selor. Sebab di Kecamatan tersebut terletak ibukota kabupaten sebagai
faktor utama yang mengakibatkan perkembangan yang sangat cepat.
Dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang lain, Kecamatan Tanjung Selor
memang yang paling maju secara sosial dan ekonomi. Adapun dilihat dari sist
lapangan usaha yang tersedia dan menyerap lapangan kerja, penduduk yang
berusaha di bidang atau sektor tertentu komposisinya setiap tahun selalu berubah.
Paling tidak ada sembilan sektor lapangan usaha yaitu pertanian, pertambangan

dan penggalian, industri, listrik dan air, konstruksi, perdagangan, angkutan dan
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komunikasi, keuangan dan sektor-sektor jasa. Dari kesembilan sektor tersebut di
atas, maka diketahui bahwa pada tahun 2015 memang yang terbesar adalah sektor
pertanian, dan kemudiam disusul sektor jasa-jasa dan perdagangan. Misalnya pada
sektor pertanian dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yaitu 46,03
persen pada tahun 2013 hingga tahun 2014 menjadi 59.93 persen, namun di tahun
2015 turun menjadi 59,60 persen. Untuk sektor yang meningkat dalam 3 tahun
terakhir adalah sektor jasa-jasa dari 17,54 persen per tahun 2013 menjadi 17,75
persen untuk tahun 2014 dan turun menjadi 13, 41 persen pada tahun 2015.
Adapun sektor yang paling kecil adalah sektor listrik dan air (Kabupaten
Bulungan Dalam Angka 2016).

Adapun untuk penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut wilayah
administrasi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat dalam tabel
dibawah ini :

Tabel 4.4
Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas Menurut Wilayah Administrasi dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (2015)

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk | Persentase (%)

1. | Tdk/Blm Tamat SD 13.410 32.095

2. |[SD ' 16.857 35.109

3. | SMP 7.785 16.214

4. | SMA 6.760 14.08

5. | DI 288 0.6

6, | DIl 267 0.56

7. |PTDIV 646 1.35
Jumlah 48,013 100

(Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 2015)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas tentang penduduk berumur 5 Tahun keatas menurut
wilayah administrasi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan bahwa Rendahnya
jasa salah satunya diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Di sini diketahui bahwa dalam hal pendidikan penduduk Kabupaten Bulungan

pada umumnya masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
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Namun perkembangan berikutnya terdapat kesadaran masyarakat atas pentingnya
pendidikan. Pada tahun 2013 sebagian besar penduduk sekitar 62,28%
berpendidikan hanya tamat dari Sekolah Dasar (SD). Sedangkan penduduk yang
tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) sebesar 36,72%. Tetapi secara
berangsur-angsur keadaan tersebut sudah mulai membaik. Jumiah penduduk
sepuluh tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah atau tidak/belum
tamat SD mengalami penurunan. Jika pada tahun 2014 adalah 50,06% maka tahun
2015 turun menjadi 24,28%. Di sisi lain, penduduk yang tamat dari SMP ke atas
sudah meningkat dari 24% menjadi 36% pada tahun 2015. Di sini dikatakan

bahwa perbandingan antara guru dan murid cukup memadai sekitar 1:15.

2,  Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Berdasarkan penetapan kinerja tahun
2016 tersebut, Dinas Perhubungan sebagai Dinas yang bertanggung jawab
melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanan bidang
Perhubungan, telah menghasilkan program dan kegiatan Tahun 2016 yang
berkualitas. Program dan kegiatan tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau
proses yang melibatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara unit SKPD
yang terkait di Kabupaten Bulungan serta Propinsi Kalimantan Utara dan
Kementerian vertikal.

Disamping itu, Dinas Perhubungan, juga telah menyelesaikan berbagai
penugasan lainnya baik yang diberikan Bupati dalam rangka peningkatan
koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun regional
melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan regional.

Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, Dinas Perhubungan,
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Kabupaten Bulungan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan khususnya
dalam bidang pengelolaan keuangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan
dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas
kinerja, pengawasan serta pelayanan baik secara internal maupun eskternal dalam
rangka mendukung tujuan organisasi Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan,
Kabupaten Bulungan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten
Bulungan periode 2016-2021. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah
dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK)
Tahunan, baik di tingkat SKPD (Kepala Dinas), unit organisasi (Eselon III) dan
satuan kerja (Eselon IV). Tahun 2016 merupakan tahun pertama penjabaran
Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Bulungan periode 2016-2021. Pada tahun
2016, Dinas Perhubungan, Kabupaten Bulungan melaksanakan berbagai program
dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, vaitu melakukan
serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, -
pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Kabupaten Bulungan
maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Perhubungan,
Kabupaten Bulungan akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2016. Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 merupakan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat Pusat dan
Daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan
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Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Bulungan
Tahun 2016 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon
IIl dan TV secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan
selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bulungan adalah unsur pelaksana
urusan Pemerintahan di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya dalam
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan, dalam
melaksanakan tugas adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam
merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional
penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang meliputi Bidang Lalu lintas dan
angkutan, Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan serta
melaksanakan tata usaha Dinas. Fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Bulungan

adalah sebagai berikut :

1.  Merumuskan program kerja berdasarkan tugas dan fungsi serta kebijakan;
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Merumuskan program ketja berdasarkan visi, misi dan tugas fungsi serta
kebijakan umum pemerintah daereh dan pedoman pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan
kegiatan Dinas Perhubungan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Membina bawahan dengan memberi arahan baik secara langsung maupun
tidak langsung;

Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan,
agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak/lembaga yang
berkompeten dalam rangka penyeclenggaraan tugas-tugas Dinas
Perhubungan;

Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan teknis bidang Perhubungan,
sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perhubungan,
dalam penyelenggaraan pelayanan meliputi bidang lalu lintas dan angkutan,
bidang Prasarana dan bidang pengembangan dan keselamatan serta
melaksanakan Ketatausahaan Dinas;

Merumuskan dan melaksanakan fasilitas | bimbingan keselamatan dan
ketertiban bidang Perhubungan ;

Menyelenggarakan dan menyiapkan pemberian perijinan dan fasilitas

bimbingan penyelenggaraan Perhubungan;
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15.

16.

17.
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Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengendalian operasi bidang
angkutan;

Merumuskan rencana dan menyelenggarakan kebijaksanaan teknis bidang
penyelamatan;

Merumuskan dan menyelenggarakan pembinaan unit pelaksanaan teknis
dinas;

Mengevaluasikan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan, berdasarkan
laporan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan/kendala yang
dihadapi;

Menyusun dan membuat Japoran pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan sejalan dengan paradigma baru
Pemerintahan dalam era reformasi saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan
profesionalisme serta secara proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi tersebut.

Atas dasar hal tersebut, maka dirumuskan Visi Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan “Terwujudnya Kinerja Perhubungan, Yang Profesional

Dalam Mendukung Pembangunan Daerah™

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan harus mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang

harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Pernyataan Misi membawa organisasi kepada satu fokus sekaligus merupakan
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tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (action plan) dalam
perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi
Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.
Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan

dan perannya.

Untuk mewujudkan Vist Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk
menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Bulungan yaitu sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan Perhubungan yang

bermutu, merata, terjangkau oleh masyarakat;
2)  Meningkatkan mutu SDM di bidang Perhubungan;

3) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung peningkatan pelayanan publik;
4) Memberdayakan masyarakat dibidang Perhubungan beserta teknologinya;

5) Membangun sistim informasi Perhubungan serta data yang cepat, tepat dan

akurat;

6) Mengembangkan peran pers agar profesional, berintegritas dan menjunjung

tinggi etika pers, supremasi hukum dan HAM;

7) Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang teknologi Perhubungan

terhadap Aparatur Daerah;
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8)  Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan
pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan Daerah
secara optimal;

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan merupakan OPD terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan terdiri dari :

1.  Kepala Dinas Perhubungan;

2. Sekretariat Dinas;

Sekretariat Dinas Perhubungan membawahi :

a. Subbag perencanaan dan keuvangan;
b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

3.  Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas dan Pengujian Sarana;
b. Scksi Angkutan.

4.  Bidang Prasarana;

Bidang prasarana, membawahi :

a. Seksi perencanaan dan pengembangan prasarana;
b. Seksi Pengoperasian Prasarana.

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan ;

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :

a. Seksi Pemanduan moda, teknologi dan lingkungan Perhubungan;

b. Seksi Keselamatan,




6. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bulungan adalah dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN " ‘l'
FUNGSIONAL KASUBBAG KASUBBAG
PERENC. & UMUM &
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
LALU PRASARANA PENGEMBANGAN
LINTAS & DAN

ANGKUTAN KESELAMATAN
; I

SEKSI LALU SEKSI SEKSI PEMANDUAN

LINTAS DAN PERENCANAAN MODA TEKNOLOGI
=% PENGUJIAN DAN DAN LINGKUNGAN

SARANA PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
PRASARANA
SEKSI SEKSI
—p ANGKUTAN PENGOPERASIAN SEKSI KESELAMATAN
PRASARANA
UPTD

Sumber : Lakip Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan Tahun 2016
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Melihat Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten .Bulungan,
Sesuai dengan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dinas Perhubungan masuk dalam OPD Tipe B dimana dalam Organisasi
Perangkat Daerah tersebut terdiri dari satu Kepala Dinas, satu Sekretaris yang
membawahi dua kasubag yaitu kasubbag umum dan kepegawaian dan kasubbag
Program dan Keuangan, terdiri dari tiga bidang yang membawahi masing-masing
dua Kepala seksi ditambah jabatan fungsional dan UPTD.

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan per 31

Desember 2016 berjumlah 44 Orang sebagai mana tergambar pada tabel 4.5

sebagai berikut :
Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 | Pasca Sarjana 4 9.09
2 | Sarjana 18 40.90
3 | Diploma 4 9.09
4 | SMA 15 34.09
5 | SMP 2 4.54
6 |SD 1 2.27
Jumlah 44 100

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bulungan Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat
Pendidikan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, maka dapat dilihat bahwa

jumlah pengawai yang ada sekarang sebanyak 44 orang dengan persentase 100
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persen, dengan urutan tingkat pendidikan pascasarjana berjumlah 4 orang dengan
persentase 9,09 %, Sarjana berjumlah 18 orang dengan persentase 40,90 %,
Diploma betjumlah 4 orang dengan persentase 9,09 %, SMA berjumlah 15 orang
dengan persentase 34,09 % SMP betjumlah 2 orang dengan persentase 4,54 %,
SD berjumlah 1 orang dengan persentase 2,27 %. Hal ini berarti di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan persentase terbesar yaitu yang berpendidikan
sarjana, tingkat kebutuhannya sangat di perfukan dan jugas lulusan SMA
persentase terbesar kedua, dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan masih
memakai tenaga dari lulusan SMP dan SD.sedangkan untuk melihat Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan menurut
Pangkat dan Golongan dapat di lihat di Tabel 4.6 dibawah ini :
Tabel 4.6
Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN

No Golongan Jumiah Persentase
1 1 3 6.81
2 II 14 31.81
3 I 22 50
4 IV 5 11.36
JUMLAH 44 100

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bulungan Tahun 2016

Dari tabel 4.6 tentang Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan
golongan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan yang dominan
adalah golongan III sebanyak 22 Orang dengan persentase 50 %, golongan II
sebanyak 14 orang dengan persentase 31,81 %, Golongan 4 sebanyak 5 orang
dengan persentase 11,36 % dan golongan I sebanyak 3 orang dengan persentase
6,81 %. Dari hasil tersebut dapat di akumulasikan bahwa di Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan pangkat/golongan III yang terbanyak 50 %,

setengah dari golongan yang lain.
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B. Hasil dan Pembahasan
1.  Proses Pemberian Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan pada intinya adalah dalam rangka
" menanggapi kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara khususnya di bidang Perhubungan. Dalam rangka
pengelolaan segala hal yang terkait dengan Perhubungan di daerah, Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Berkaitan pula dengan upaya untuk melakukan pelayanan terhadap
perizinan trayek angkutan. Pemberian Surat Izin Trayek vang diberikan oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan secara hukum berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Angkutan
di wilayah Kabupaten Bulungan. Surat Perizinan Trayek yang dimaksud adalah
terdiri dari : Surat Izin Trayek Dalam Kota (Trayek A), adalah surat izin trayek
yang dikeluarkan untuk kendaraan yang beroperasi di dalam Kota Tanjung Selor
dan sekitarnya. Surat Izin Trayek Luar Kota (Trayek B), adalah surat izin trayek
yang dikeluarkan untuk kendaraan yang beroperasi di luar Kota Tanjung Selor
dan sekitamnya. Surat Izin Trayek Luar Kota (Trayek C), adalah surat izin trayek
yang dikeluarkan untuk kendaraan yang beroperasi di luar Kota Tanjung Selor
yaitu di Kecamatan Tanjung Palas. Sebagaimana diketahui bahwa trayek adalah
lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus,
mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam
wilayah daerah. Ditetapkannya trayck adalah dalam rangka menjamin kejelasan,
keamanan dan kepastian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada

masyarakat Kabupaten Bulungan. Hal itu dilakukan dengan prinsip-prinsip
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efektivitas pelayanan publik, yakni dalam rangka mempercepat akses masyarakat
dalam menjalankan kegiatan schari-hari mawpun untuk mendukung proses
pembangunan daerah pada umumnya. Kualitas pemberian Surat Izin Trayek yang
diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan selama ini berjalan
lancar. Walaupun begitu ada pula sebagian besar masyarakat yang merasakan
pemberian izin yang masih sulit dan berbelit-belit karena terdapat benturan-
benturan dengan kepentingan pihak lain atau terbatastya penyediaan trayek
berkaitan dengan analisis keberadaan pengguna jasa angkutan. Namun demikian,
ada pula masyrakat yang merasakan bahwa pelayanan perizinan trayek yang ada
sekarang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan prinsip
pelayanan publik. Dengan kata lain, pelayanan perizinan sudah sesuai dengan
harapan masyarakat. Pengurusan surat izin trayek dari tahun ke tahun bisa
dikatakan mengalami peningkatan. Itu disebabkan karena para investor menilai
ada prospek yang bagus dalam melakukan usaha jasa angkutan. Sebab masyarakat
di Kabupaten Bulungan sendiri terlihat mempunyai semangat yang tinggi untuk
mengembangkan usahanya secara ekonomis. Di sisi lain, mobilitas masyarakat
yang cukup tinggi juga amat mempengaruhi prospek usaha jasa angkutan ini.
Meskipun begitu pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri melalui Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan tidak cepat puas dengan apa yang telah
dilakukan selama ini. Salah satu wujudnya adalah dengan melakukan peningkatan
terus menerus pelayanan perizinan dengan prinsip kesederhanaan, satu atap dan
tidak terlalu berorientai pada birokrasi, melainkan berorientasi pada misi
pemerintahan sendiri. Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan akan
memberikan pelayanan perizinan Surat Izin Trayek ini kepada pihak-pihak

sebagai berikut :
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a.  Badan usaha atau perseroan terbatas
b.  Perseroan komanditer atau perseroan lainnya
¢. Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun
d.  Persekutuan
¢.  Perkumpulan
f.  Firma dan kongsi
g Koperasi dan yayasan
k.  Bentuk usaha tetap
i.  Bentuk usaha lainnya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan diperjelas oleh salinan lampiran Surat
Keputusan Bupati Bulungan Nomor 503 Tahun 2003 tentang penetapan trayek
dalam penyelenggaraan angkutan orang dan barang dijalan dalam Daerah
Kabupaten Bulungan, maka setiap diterbitkan izin trayek pada badan usaha yang
mengajukan permohonan izin trayek akan dikenakan retribusi dan masa
berlakunya izin trayek tersebut dalam jangka waktu lima tahun dan wajib didaftar

ulang setahun sekali. Besamya retribusi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Besarnya Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Bulungan Tahun 2016
No. | Jenis Angkutan Teﬁfa’f”]’;t:;uk Tarif
| 1. | Mobil penumpang | s/d 8 orang | Rp.175.000 per unit per 5 tahun |
| 2. | Mobil bus | s/d 15 orang | Rp.125.000 per unit per 5 tahun |
3. | Mobil bus | s/d 25 orang | Rp.150.000 per unit per 5 tahun |
| 4. | Mobil bus | Di atas 25 orang | Rp.160.000 per unit per § tahun |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan Tahun 2016
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Berdasarkan tabel 4.7 tentang besarnya retibusi izin trayek di Kabupaten
Bulungan, maka melihat hasil penelitian bahwa untuk sekarang ini Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan masih mengeluarkan surat izin trayek untuk
mobil penumpang yang kapasitas tempat duduknya sampai dengan 8 orang,
terkait dengan mobil bus belum ada karena di wilayah Kabupaten Bulungan

belum ada Bus yang beroperasi.

2.  Prosedur Pemberian Perizinan Trayek Angkutan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin trayek dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan nomor 09 tahun 2013 tentang perizinan angkutan
dalam pasal 6 ayat 1 adalah dengan mengajukan Permohonan Surat Izin Trayek
dengan melampirkan materai cukup serta melunasi biaya-biaya yang telah
ditentukan dalam Peraturan Daerah kepada Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan. Surat permohonan itu sendiri akan diproses dalam waktu yang singkat
dengan adanya penelahaan mengenai kejelasan dan ketepatan dari izin usaha jasa

itu sendiri. Adapun surat permchonan izin itu sendiri harus dilampiri :
a.  Foto copy KTP Pemohon;

b.  Foto copy surat izin usaha angkutan;

¢.  Foto copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;

d.  Foto copy bukti uji setiap kendaraan yang dioperasikan.

Dari rata-rata yang dikumpulkan di lapangan dapat dikemukakan bahwa
sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah dacrah Kabupaten Bulungan nomor

09 tahun 2013, prosedur untuk mengurus surat izin trayek di Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :
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a. Menerima surat permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas
permohonan pembuatan ijin trayek (kartu pengawas), selanjutnya pemohon
melakukan pembayaran retribusi;

b.  Menerima pembayaran retribusi dan menyerahkan salah satu salinan bukti
setor retribusi pembayaran kepada pemohon dengan kelengkapan berkas
permohonan dan bukti lunas retribusi ijin;

¢.  Meregister dan mencetak ijin trayek (kartu pengawas) dengan kelengkapan
berkas permohonan yang telah diverifikasi;

d.  Memeriksa kartu pengawas yang telah dicetak berdasarkan kelengkapan
berkas permohonan, jika sesuai maka seksi angkutan paraf arsip kartu
pengawas dengan kelengkapan berkas permohonan, bukti lunas retribusi,
kartu pengawas arsip dan asli;

€.  Memeriksa kartu pengawas yang telah dicetak berdasarkan kelengkapan
berkas permohonan, jika sesuai maka Kepala Bidang paraf arsip kartu
pengawas, dengan kelengkapan berkas pemohon,arsip kartu di paraf Kasi

' dan kartu pengawas asli tercetak;

f.  Menandatangani {jin trayek (kartu pengawas) arsip dan asli, dengan
kelengkapan berkas pemohon,arsip ijin telah diparaf Kasi dan Kabid, ijin
asli tercetak;

g.  Stempel kartu pengawas, mengarsipkan berkas dan menyerahkan kartu
pengawa baru kepada pemohon, dengan kelengkapan surat ijin trayek (kartu
pengawas), asli sudah di tandatangani dan di stempel.

Sehingga alur ataupun prosedur dari mekanisme pengurusan Surat Izin

Trayek di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan itu jika digambarkan dapat

dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 4.3
Prosedur Pengurusan Izin Trayek Angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan

Lm“ Parmahonan

‘Tanda Tangan sarst Jjin
trayel

Papywrahen Sural Kin
Trayek

Sumber : SOP Pembuatan ljin Trayek (Kartu Pengawas) Kab.Bulungan
Tahun 2017

Dari gambar 4.3 Prosedur pengurusan ijin trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan dapat di jelaskan bahwa front office menerima
surat permohonan dan kelengkapan berkas permohonan pembuatan ijin trayek
sesuai dengan kelengkapan atau syarat-syarat yang diperlukan dalam waktu 10
menit dengan owmfput berkas tersusun dan tercatat diserahkan ke bendahara
penerima untuk dilakukan pembayaran, setelah itu di kembalikan ke front office
dengan berkas permohonan dan bukti lunas retribusi ijin dalam waktu 20 menit
output tanda bukti pembayaran retribusi, apabila sudah selesai dilakukan
pembayaran dan berkas lengkap maka dilakukan verifikasi lengkap permohonan
dalam waktu 60 menit dengan output kartu pengawas asli dan arsip, setelah

dilakukan verifikasi maka kartu pengawasan dapat dicetak dan diperiksa apabila

sudah lengkap namun apabila ada kesalahan akan dilakukan verifikasi ulang,
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selanjutnya setelah kartu pengawasan dicetak kartu pengawasan di paraf oleh Kasi
dalam waktu 20 menit dengan output kartu pengawas paraf Kasi apabila Kasi
berhalangan maka ijin trayek langsung dikoreksi dan diparaf Kabid kemudian
diteruskan ke Kabid untuk dilakukan paraf apabila Kabid berhalangan maka Kasi
dapat langsung menghadap Kadis jika sudah tidak terjadi kesalahan dan di
teruskan ke Kepala Dinas untuk di lakukan penandatanganan dalam waktu 1 — 3
hari output kartu pengawasan sudah selesai ditandatangan, setelah di tandatangani
maka kartu pengawasan selesai lakukan stempel dan serahkan ke yang

bersangkutan dengan waktu 30 menit dengan output tanda terima ijin trayek.

3.  Analisis Hasil Penelitian

Dinas Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang senantiasa
memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat
khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan. Kualitas pelayanan publik
bidang perijinan trayek angkutan diketahui dari lima dimensi yang terdiri dari
bukti fisik (rangible), kehandalan (realiability), daya tanggap (responsiveness),
jaminan (assurance) serta empati (empathy). Dengan dimensi-dimensi pelayanan
tersebut, Dinas Perhubungan berusaha memberikan pelayanan melalui dimensi -
dimensi sebagai berikut :
a.  Bukti Fisik (tangibles)

Kualitas pelayanan akan langsung terasa bagus apabila bukti langsung imi
diperhatikan, karena hal ini berhubungan dengan penilaian pertama dari
masyarakat. Masyarakat yang datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Bulungan akan langsung dihadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada dan

kebersihan kantor, sehingga kenyamanan masyarakat akan langsung terasa.
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Seperti yang terlihat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan yaitu
pada pelayanan perijinan trayek angkutan berdasarkan hasil pengamatan/observasi
dari peneliti bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam ruang pelayanan
perijinan trayek angkutan tersebut. Dimana kursi ruang tunggu masih terlihat
sedikit dan meja untuk menulis belum disiapkan oleh pihak Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada dimensi
tangibles (bukti langsung), berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi
Angkutan beliau mengatakan bahwa :

“ Diperlukan adanya penambahan atau pengadaan meja dan kursi, penataan

ruang tunggu yang lebih baik, menjaga kebersihan kantor, dilakukan

pengadaan alat pendingin ruangan (air conditioner), penyediaan tempat
sampah, memberikan larangan untuk tidak merokok dalam ruangan, terlebih
khusus kepada para aparat kantor Dinas Perhubungan, penataan atau
pengadaan papan informasi/brosur/ leaflet yang dapat membantu

masyarakat dalam pengurusan administrasi perijinan trayek angkutan di

kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan”

Dimensi bukti Fisik (tangible) di Bagian perijinan trayek angkutan Kantor
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, Dalam mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas, yaitu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada
kepuasan masyarakat. Salah satu demensi yang diperbaiki dalam meningkatkan
kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana pelayanan
sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai
dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan
dan kepuasan selama berada di rnangan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan dalam aspek

bukti fisik (tangible) Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan memiliki

luas ruang 4 x 4 m? untuk kapasitas jumlah petugas pelayanan 5 orang. Ruangan
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pelayanan terdapat meja - meja pelayanan, meja kerja, alat pengujian kendaraan
befjumlah 1 set dan kursi panjang yang diperuntukan bagi masyarakat yang

menunggu pelayanan.

Hasil wawancara tentang sarana ruang tunggu pelayanan di Kantor Dinas
Perthubungan Kabupaten Bulungan dengan masyarakat yang sedang membuat
surat Perijinan Trayek angkutan untuk mengurus surat perijinan trayek

mengatakan bahwa :

“Masih kurang meja dan loket pendaftaran tidak berfungsi, scharusnya
disediakan meja sehingga kalau untuk menulis itu ada mejanya, Kursinya
Juga kurang seperti tadi banyak antrian sampai ada yang nunggu di luar”.
Hal ini senada dengan yang dikemukakan petugas pelayanan Perijinan
trayek angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan beliau

mengatakan bahwa :

“Kalau untuk sarana prasarana anda juga bisa melihat sendiri disini,
menurut saya sarana prasarananya belum memadai dapat dilihat dari kursi di
ruang tunggu ini masih sangat minim dan ruangan yang sangat terbatas.
Kami sudah mengusahakan pengadaan barang namun sampai saat ini belum
terealisasi”.

Mengenai kelengkapan peralatan serta sarana ruang tunggu belum lengkap
khususnya untuk kursi dan meja untuk menunggu, sarana informasi seperti brosur
dan pamflet belum tersedia. Fasilitas penunjang seperti mesin foto copy belum
tersedia dan penggunaan genset saat listrik mati belum dioptimalkan, serta loket
yang tersedia tidak difungsikan karena tidak ada meja dan belum ada AC di dalam
ruangan menyebabkan petugas kepanasan sechingga loket tersebut tidak di
fungsikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pihak Kantor

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan belum memenuhi fasilitas pelayanan

yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih
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sedikitnya kursi diruang tunggu, belum adanya meja untuk menulis di ruang
tunggu, sarana informasi yang belum tersedia, loket tidak difungsikan. Fasilitas
seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses
pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak dapat
mendapatkan pelayanan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Kantor
Dinas Perhubungan khususnya bagian pelayanan perijinan trayek angkutan
meningkatkan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana yang
memadai demi peningkatan pelayanan perijinan trayek angkutan. Jadi sesuai
dengan hasil penelitian hal tersebut belum sesuai dengan salah satu prinsip
pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja
dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika dan UU No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa
penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik.

b. Kehandalan (reliability)

Hambatan atau kekurangan yang ditemukan di Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan adalah lambatnya pengurusan administrasi. Hal ini
dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai. Kurangnya jumlah pegawai
mengakibatkan penyelesaian pengurusan administrasi menjadi lambat, karena satu
orang pegawai menangani atau mengurus lebih dari satu jenis pekerjaan. Di
samping kuantitas pegawai yang kurang, kualitas dari pegawai yang ada pun

masih rendah. Menghadapi masalah ini, diperlukan adanya penambahan jumlah

pegawai serta peningkatan kualitas pegawai seperti keilmuan atau wawasan serta
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kreativitas pegawai melalui peningkatan pendidikan atau pelatihan baik formal
maupun nonformal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran. Berdasarkann hasil penelitian
yang dilakukan dalam dimensi keandalan (realiability) di Bagian Perijinan Trayek
angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan adalah Semakin tingginya
kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang
maksimal dan cepat yang menuntut aparatur untuk cekatan dalam bekerja.
Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan
kecermatan dalam penyelesaiaan pelayanan. Keandalan disini merupakan sejauh
mana para aparatur dapat secara cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan
segera, akurat dan memuaskan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam
diri pelanggan. Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa untuk
memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat waktuy, akurat,
dan terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah merupakan salah
satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan.

Dari hasil penelitian dan observasi terungkap bahwa masyarakat yang
mengurus perjjinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
merasa puas dengan pelayanan yang di berikan Bagian Pelayanan perijinan trayek
angkutan, Dalam dimensi realiability (kehandalan) mengenai kehandalan dalam
menangani setiap keluhan masyarakat/penggurus ijin trayek angkutan, handal

dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan seperti yang disampatkan oleh

masyarakat yang mengurus ijin trayek bahwa -




43260.493

“Prosedurnya mudah, saya cuma serahkan syarat-syarat ke petugasnya dan
mengikuti instruksi yang diberikan petugas dalam pembuatan perijinan
trayek angkutan, sehingga pelayanannya jadi cepat.” -

Dari hasil wawancara dari masyarakat mengenai kecepatan petugas dalam
melayani masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, untuk itu
peneliti mewancarai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang
mengemukakan sebagai berikut :

“Terkait dengan pelayanan publik bidang perijinan trayek angkutan saya
rasa cukup mudah asal masyarakat membawa syarat-syarat yang dibutuhkan
saat akan melaksanakan pelayanan. Naman masih ada juga masyarakat yang
belum paham dengan prosedurnya sehingga masih banyak yang datang
dengan tidak membawa persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat
harus melengkapi syaratnya kembali.”

Hal itu dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Angkutan yang menyatakan bahwa :

“Waktu yang ditetapkan, yaitu untuk pemeriksaan kelengkapan berkas

diperlukan waktu 10 menit, berkas permohonan dan bukti lunas retribusi

ijin 20 menit, Verifikasi permohonan 60 menit, cetak kartu pengawasan 15

menit, Paraf kasi 20 menit, penandatanganan surat ijin trayek angkutan 1 s/d

3 hari, kemudian penyerahan kartu pengawasan 30 menit. Dan pelayanan

yang sifatnya rekomendatif dan legalisasi langsung dapat ditunggu hari itu

Juga, misalnya legalisasi kartu pengawasan dan perpanjangan ijin trayek
angkutan.”

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi tersebut dapat dinyatakan bahwa
prosedur pembuatan perijinan trayek angkutan sebenarnya mudah selama
persyaratan serta berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dalam penyelesaian
pekerjaan sendiri Jama atau cepatnya berkas itu selesai sangat bergantung pada
pemohon sendiri. Hal utama yang sering menimbulkan keterlambatan adalah
kekurangan kelengkapan berkas yang dibawa cleh pemohon sendiri sehingga
membutuhkan waktu lebih dalam proses penyelesaian, serta ketidakmauan dari

para pemohon untuk secepatnya melengkapi berkas — berkas mereka sesuai

dengan yang dipersyaratkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
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¢.  Daya Tanggap (responsiveness)

Aspek daya tanggap yang harus diberikan oleh suatu kantor pelayanan
terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan
tanggap dalam menanggapi sctiap keluhan masyarakat serta memberikan
pelayanan yang maksimal khususnya dalam setiap pelayanan di Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan. Hal ini akan menimbulkan rasa puas kepada
masyarakat sebagai penggguna jasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dalam Dimensi daya tanggap (responsiveness) di Bagian Pelayanan Perijinan
Trayek Angkutan adalah Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam
pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti seria tindakan nyata yang dilakukan
organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari
masyarakat. Daya tanggap disini dapat berarti respon atau kesiapan petugas dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait daya tanggap petugas
pelayanan perijinan frayek angkutan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan peneliti mewawancarai masyarakat yang mengurus surat ijin trayek dia
mengatakan bahwa “Sudah baik menurutnya, saya tanya tentang persyaratan sama
pegawai dilayani dengan baik.”

Hal ini pertegas dengan pengunjung lainnya yang menyatakan bahwa :

“Pegawai yang melayani saya sudah cukup baik, beliau menanyakan apakah

syarat-syarat untuk mengurus perijinan trayek angkutan sudah dibawa

semua.”

Dengan keadaan seperti ini dapat terlihat bawah dimensi daya tanggap yang
dimiliki petugas pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan Sudah cukup baik dengan adanya saling komunikasi antara

petugas dan masyarakat dengan menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa
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masyarakat. Menanggapi pernyataan diatas peneliti mewawancarai seorang
pengunjung lagi, untuk mengetahui daya tanggap pegawai dalam menghadapai
kebutuhan masyarakat sebagai berikut :
“Membantu menjelaskan kesulitan atau kebingungan masyarakat sehingga
paham betul dan menjelaskan persyaratan apa saja yang kurang dan
persyaratan apa yang harus dilengkapi.”
Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat dikatakan bahwa respon/
daya tanggap yang diberikan oleh Dinas Perhubungan 'sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat, mereka membantu masyarakat yang mengatami

kesulitan dam mengurus perijinan trayek dan menjelaskan dengan baik serta

mengarahkan mereka.

d. Jaminan (assurance)

Demensi jaminan adalah dimensi dari kualitas pelayanan yang berkaitan
dengan pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan
mercka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna
layanan. Aspek ini salah satu yang paling diharapkan masyarakat. Petugas yang
ramah akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengguna layanan untuk
memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang disajikan.

Persyaratan pelayanan umum sebaiknya tidak dibatasi pada hal-hal yang
langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan karena tetap belum
memperhatikan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang
diberikan, masih ditemukan adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan
persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan

persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang berkaitan. Kondisi ini

membuat masyarakat menganggap bahwa aparat berbelit-belit dan sering tidak
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sopan karena membuat masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi

berkasnya.

Diharapkan aparat pemerintah dapat lebih konsisten melaksanakan
pelayanan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayani sehingga
masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang diterima. Diharapkan
adanya suatu standar layanan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur
tentang keramahan dan kesopanan para aparat selama melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dalam dimensi jaminan (4ssurance) di Bagian Perijinan trayek angkutan pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan adalah sebagai kantor yang berwenang
menangani masalah transportasi dan ijin trayek angkutan, Banyaknya masyarakat
yang datang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu
dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik
dilingkungan kantor maupun di luar kantor dan memberikan rasa aman bagi

masyarakat selama pelayanan.

Menanggapi masalah keamanan dilingkungan sekitar Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan peneliti mewawancarai salah satu staf Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

“Untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah

disediakan lahan parkir beserta penjaga parkirnya. Dengan demikian
masyarakat tidak perlu was-was saat melakukan pelayanan.”

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu ibu pegawai Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa -

“Untuk keamanan saya dapat mengatakan aman karena belum ada kejadian
yang tidak baik ataupun kriminal di sini seperti pencurian, ini berarti kan
kondisi aman, selain itu kita di sini juga ada pengamanan dari Linmas”
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Tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat keamanan
pelayanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan adalah aman dapat
dilihat dari tanggapan seorang yang sedang melakukan pengurusan surat ijin
trayck dia mengemukan bahwa “Ya cukup aman karena sudah ada tukang parkir
untuk menjaga kendaraan yang dibawa sehingga tidak khawatir lagi.”

Hal ini dipertegas dengan pernyataan salah satu bapak yang mengurus juga
surat perijinan trayek mengatakan bahwa :

“Menurut saya lingkungan diruang pelayanan, perlu diberikan petugas jaga
selain untuk keamanan juga bisa memberikan informasi terkait pelayanan.”

Dari wawancara di atas dan dari hasil observasi untuk masalah jaminan
khususnya keamanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sudah
cukup baik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa
aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut
mengamankan keadaan di parkiran.

Selain dari jaminan keamananan lingkungan pelayanan ada yang tidak kalah
penting yaitu dengan adanya jaminan yang pasti terhadap pemohon perijinan
trayek angkutan dengan kemampuan yang diberikan pihak instansi, sehingga
mereka merasa puas. Dalam hal ini kompetensi petugas pemberi pelayanan publik
harus dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan
perilaku yang dibutuhkan. Petugas pelayanan di perijinan trayek angkutan pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah berupaya maksimal untuk
melaksanakan tugas dengan baik proses pelayanan berlangsung. Apabila ada
keluhan dari masyarakat pihak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan akan

segera menindak lanjuti. Bagian Pelayanan perijinan trayek angkutan pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Bulungan telah berupaya maksimal untuk melaksanakan
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tugas dengan baik selama proses pelayanan berlangsung. Apabila ada keluhan dari
masyarakat maka pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan akan segera
menindak lanjuti. Hal tersebut sesuai dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25 tentang Standar
Pelayanan yang salah satunya Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus
ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap,
dan perilaku yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pelayanan di Bagian Pelayanan
Perijinan Trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan dilakukan
dengan mengusahakan agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh
karena itu baik masyarakat yang menerima layanan maupun petugas yang
memberikan pelayanan harus memahami prosedur vang berlaku. Masyarakat
harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti yang
dikemukakan oleh Moenir (2008:204), bahwa “pelayanan yang berkualitas tidak

hanya ditentukan oleh pihak yang melayani tetapi juga pihak yang dilayani”.

e.  Empati (empathy)

Proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah
diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
Keinginan masyarakat adalah dilayani dengan jujur. Oleh karena itu aparatur yang
bertugas harus memberikan penjelasan dengan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam
peraturan atau norma-norma, jangan menakut nakuti, jangan merasa berjasa dalam
memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk mengharapkan imbalan
dari masyarakat. Diharapkan bagi para aparat memerintah khususnya Dinas

Perhubungan Kabupaten Bulungan untuk dapat lebih meningkatkan keramahan

dan kualitas dalam melayani masyarakat dalam berbagai kepengurusan, sehingga
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bisa terjalin hubungan yang baik antara aparat pelaksana pelayanan publik dengan
masyarakat yang melakukan pengurusan pelayanan perijinan trayek angkutan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam dimensi empati (empaty) di
Bagian Pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan bahwa Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian
kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan.
Sebagai ‘instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap
dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai
untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya
kualitas pelayan publik. Untuk itu peneliti mewawancarai pengunjung yang akan
mengurus surat ijin trayek, terkait dengan sikap empati atau kepedulian yang
ditunjukan oleh petugas pelayanan, beliau memberikan masukan yaitu:
“Menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar pelayanan bisa diterima dengan
baik oleh masyarakat dan menerima kritik mapun saran dengan sepenuh hati
sebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik.”
Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Petugas Pelayanan Perijinan
sebagai berikut :
“Sebagai Abdi Negara, ya kita mau tidak mau kita harus siap dalam
melayani dan juga membantu masyarakat seperti menjelaskan apa saja yang
harus dipenuhi dalam pembuatan Surat [jin Trayek, perpanjangan kartu
pengawasan, Uji Kir Angkutan, dll, jadi pegawai disini tidak ada yang tidak
siap.
Untuk mengetahui kesediaan pegawai dalam melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan penelitt melakukan wawancara dengan Ibu yang
sementara mengurus perijinan trayek angkutan beliau mengatakan bahwa

“Kesediaan petugas dalam melayani menurut saya sudah cukup baik”

Berdasarkan hasil penelitian dan observast serta dari hasil wawancara dengan

masyarakat dapat diketahui masalah kesediaan petugas dalam melayani
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masyarakat sudah baik dengan banyaknya tanggapan masyarakat yang
menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan kesediaan aparat dalam
memberikan informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Kesediaan
pegawai dalam menberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan akan dapat memperbaiki cara pelayanan di mata masyarakat. Sehingga
dalam menciptakan pelayanan prima masyarakat perlu didukung dengan adanya
pegawai yang berempati dalam membantu kebutuhan masyarakat yang butuh

informasi.

2. Kendala dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan umum, Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan menghadapi beberapa permasalahan dalam
proses penyelenggaraan pelayanan publiknya, yang antara lain scbagai berikut :
1. Sarana dan prasarana
Keadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
yang belum terpenuhi secara lancar bagi kepentingan urusan pelayanan.
Belum terpenuhinya tempat pelayanan dengan sarana ruang tunggu/tamu
serta belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan
suasana nyaman bagi pemohon pelayanan perijinan trayek angkutan. Ruang
tunggu vang belum sesuai dengan volume kedatangan pengunjung, kurang
tersedianya tempat duduk dan meja/tempat untuk menulis pengunjung, AC
belum ada terpasang, dan tempat sampah tidak ada di ruang tunggu serta

kebersihan kantor belum diperhatikan, tempat penyusunan arsip-arsip belum

tertata rapi karena kurangnya tempat untuk menyusun.
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Sumber Daya Aparatur

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat
dibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai. Jumlah pegawai yang ada di
seksi Angkutan ada 5 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang
operator komputer dan 2 orang staf pelayanan. Namun demikian yang ada
saat ini cuma 3 pegawai pelayanan ini dikarenakan 1 orang operator
komputer di perbantukan ke bidang lain, 1 orang staf pelayanan mengikuti
diklat pengujian yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Dengan
keterbatasan jumlah pegawai di bagian perijinan trayek angkutan, sehingga
dapat menghambat kerja pelayanan publik kepada masyarakat dikarenakan
pegawai harus merangkap pekerjaan.
Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintah di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan
1alah kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan
untuk melakukan suatu urusan pelayanan di kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan, relasi antara aparat Pemerintah dengan masyarakat
memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang di
harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat Pemerintah

sendiri,

Upaya untuk Mengatasi Permasalahan dalam Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan
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Adanya permasalahan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraaan

pelayanan perijinan trayek angkutan seperti yang telah disebutkan di atas, penulis

berusaha untuk memberikan upaya untuk mengatasinya sebagai berikut :

1.

Perlu penambahan sarana dan prasarana didalam ruangan yang digunakan
untuk pelayanan perijinan trayek angkutan seperti Iﬁeja, kursi, AC, tempat
sampah, dan toilet untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung
yang akan mengurus perijinan trayek angkutan, dan fasilitas yang ada
difungsikan dengan baik sesvai dengan peruntukkannya, serta mengajukan
pengadaan fasilitas penunjang pelayanan publik perijinan trayek angkutan di
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

Berdasatkan Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan secara khusus yang menangani bidang perijinan trayek
angkutan maka harus dilakukan penambahan pegawai yang sesuai dengan
disiplin ilmu yang dimiliki untuk melayani masyarakat, dan diperlukan
peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutkan diklat-diklat teknis
yang di selenggarakan oleh Kementerian Perhubungan guna menambah
ilmu dan menerapkan dalam malayani masyarakat serta dapat Meningkatkan
profesionalisme masing-masing pegawai di Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan Secara Khusus bagi pelayan perijinan trayek
angkutan. Mengadakan program penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat,
untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat,
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perijinan
trayek angkutan dan memberikan pelayanan secara transparan serta

menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan menyulitkan

masyarakat.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai
kualitas pelayanan publik Perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan
perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan pada
umumnya mendapat respon positif dari masyarakat luas hal ini di dukung
oleh data lapangan, dari 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, hanya ada 1
(satu) dimensi yakni dimensi 7ungible (Bukti Langsung) yang di pandang
belum memadai. Dari kelima dimensi tersebut ditunjukan dengan hasil
sebagai berikut
| 1. a. Dari dimenst bukti fisik (fangible) Kantor Dinas Perhubungan dalam
hal ini tempat pengurusan ijin trayek angkutan belum memenuhi
fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat;
b. Dari dimensi kehandalan (realiability), dari hasil penelitian terungkap
' bahwa masyarakat yang mengurus perijinan trayek angkutan merasa
puas dengan pelayanan yang di berikan Bagian Pelayanan
perijinan trayek angkutan Dinas Perhubungan;
¢. Dari dimensi daya tanggap (responsiveness) pegawal dalam hal
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya
masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlthat antara

petugas dan pengunjung yang saling berkomunikasi;

111
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d. Dari dimensi jaminan (Assurance) khususnya keamanan di Kantor

Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sudah menunjukan upaya
meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman
bagi masyarakat;

Dari dimensi empati (empathy), yang diberikan pihak pelayan
perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Bulungan yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan.

Adapun mengenai kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Bulungan adalah sebagai berikut:

a.

Sarana dan prasarana

Keadaan sarana dan prasarana dalam hal penyelenggaraan pelayanan
perijinan trayek angkutan belum terpenuhi secara lancar bagi
kepentingan urusan pelayanan.

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai di bagian pelayanan umum sangat terbatas sehingga
dapat menghambat kerja pelayanan kepada masyarakat dikarenakan
pegawai harus merangkap pekerjaan.

Kesadaran Masyarakat

Perlunya kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan segala yang
menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan
perijinan trayek angkutan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan, dan saling mendukung agar dapat tercapai tujuan yang

diharapkan.
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3. Upaya untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan perijinan trayek angkutan di Kantor Dinas

Perhubungan Kabupaten Bulungan yaitu

L.

B. Saran

Perlu penambahan sarana dan prasarana didalam ruangan yang
digunakan untuk pelayanan perijinan trayek angkutan untuk
memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang akan
mengurus perijinan trayek angkutan.

Berdasarkan Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan secara khusus yang menangani
bidang perijinan trayek angkutan maka harus dilakukan
penambahan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki untuk melayani masyarakat.

Mengadakan program penyuluban/sosialisasi kepada masyarakat,
untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada
masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan perijinan trayek angkutan dan memberikan pelayanan
secara transparan serta menyelenggarakan pelayanan yang tidak

memberatkan dan menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut :

1. Praktis

a.

Kantor Dinas Perhubungan secara khusus yang menangani perijinan

trayek angkutan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang
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dianggap kurang memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi
fasilitas fisik (fangible) agar masyarakat dapat merasa puas den
nyaman saat melaksanakan pelayanan.

Mengadakan program penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat,
untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada
masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan.

Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan
menyulitkan masyarakat, pelayanan yang sederhana dan mudah
dipahami, maksudnya bahwa Persyaratan pelayanan umum hanya
dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian
sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara
persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan dan
mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan,
dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan
persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait,
Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan lebih
mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi
masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani,
Memberikan pelayanan yang terbuka terhadap masyarakat baik biaya
pelayanan dan prosedur pelayanannya, Maksudnya bahwa segala

sesuatu tentang proses pelayanan harus disampaikan secara terbuka
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kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta, adanya
kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang
cepat, memperoleh pelayanan yang sewajarnya tanpa sindiran yang
nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan dinas atau
untuk kesejahteraan, mendapatkan perlakuan yang sama dalam
pelayanan terhadap kepentingan yang sama, pelayanan yang jujur dan
terus terang serta biaya harus terperinci dengan jelas dan di tempelkan

di loket pembayaran yang tersedia.

2. Teoritis

Kepada peneliti lain yang tertarik terhadap masalah Kualitas
pelayanan publik dapat menggunakan metode Servqual untuk meneliti
pelayanan publik lainya seperti pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan jasa
transportasi.Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variable
lain di fuar variable kualitas pelayanan (Tangible, Realiability,
Responsiveness, Assurance, dan Emphaty) terhadap kepuasan pelanggan
dengan menambah jumlah responden/sampel, sehingga hasil penelitian

benar-benar dapat di generalisasikan.
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PEDOMAN OBSERVASI
LOKASI : KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BULUNGAN
VARIABEL DIMENSI - UNSUR YANG YA/TIDAK | KETERANGAN
PENELITIAN DIMENSI DITELITI
Kualitas 1. Bukti Langsung a. Kebesihan dan YA Ruang Pelayanan
Pelayanan (Tangibles) kenyamanan tampak bersih
Publik ruangan setiap hari dan
pelayanan cukup nyaman
suasana di ruang
tunggu.
b. Kelengkapan TIDAK | Fasilitas yang ada
fungsi fasilitas di ruang
dalam ruang pelayanan belum
pelayanan cukup lengkap,
perijinan ini dapat dilihat
trayek dari kursi tempat
angkutan di menunggu masih
Dinas kurang, belum
Perhubungan ada AC, serta
Kabupaten tergabung dalam
Bulungan tempat pengujian
kendaraan.
YA Pegawai selalu
¢. Kerapian dan menggunakan
kelengkapan pakaian seragam
atribut petugas sesuai yang
pelayanan ditentukan setiap
harinya dan
lengkap dengan
antribut seperti
papan nama, id
card dan
lambang pemda
serta dishub.
2. Keandalan a. Pelayanan YA Pelayanan
(Reliability) oleh Pegawai pegawai dalam
yang cepat; menyelesaikan
pekerjaan sudah
cukup cepat.
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b. Kemampuan YA Pepawai
pegawai untuk melakukan
cepat tanggap konsultasi kepada
dalam pejabat yang
menghadapi lebih tinggi
dan ketika pegawai
menyelesaikan tidak mampu
keluhan dari menyelesaikan
masyarakat, sendiri kemudian

memberikan
arahan dan
masukan
mengenai
prosedur dan
syaratnya.
3. Daya Tanggap a. Kemampuan YA Pegawai
{Responsivens) petugas yang memberikan
membantu informasi yang
masyarakat ditanyakan oleh
yang masyarakat.
bermasalah
dengan
pelayanan dan
keluhan;
TIDAK | Tidak tersedianya

b. Kesediaan sarana yang
wadah untuk digunakan untuk
menampung menampung
aspirasi,saran aspirasi dari
dan keluhan masyarakat di
dari ruang pelayanan,
masyarakat. masukan dan

kritikan dari
masyarakat
melalui website
Dishub Kab.
Bulungan.
4. Jaminan a. Kondisi YA Tersedianya
(Assurance) lingkungan petugas parkir
yang aman yang berjaga di
bagi parkiran, namun
masyarakat belum ada
selama di keamanan yang
Kantor Dinas berjaga di ruang
Perhubungan pelayanan.
Kabupaten
Bulungan;
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YA Pegawai bersikap
b. Kemampuan sopan dan ramah
pelayanan dari dalam
pegawai memberikan
dalam pelayanan kepada
bersikap sopan masyarakat.
kepada
masyarakat; YA Pegawai mampu
memberikan
c. Penguasaan informasi seperti
pengetahuan syarat dan
pegawai prosedur kepada
dalam masyarakat yang
menjawab bertanya
pertanyaan, mengenai
informasi, dan prosedur
kebutuhan pembuatan
berkaitan perijinan trayek
dengan angkutan.
pelayanan
yang
disediakan.
5. Empati a. Kepedulian YA Kepedulian
(Empaty) pegawai untuk pegawai ketika
selalu masyarakat yang
mengutamaka ingin
n kebutuhan memfotocopy,
masyarakat mengeprint,
dalam meminta ttd,d1
pelayanan; tunjukan
tempatnya.
b. Kepedulian YA Kepedulian
oleh pegawai  dalam
pelayanan memberikan
pegawai informasi  yang
dalam baik, terlihat dari
memberikan pegawai  yang
perhatian dan memberikan
informasi informasi kepada
kepada masyarakat yang
masyarakat. kesulitan,
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11. Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan atau
bingung dalam pelayanan 7 (Empaty)

12. Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau telah di
realisasikan untuk memperbaiki pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan ? (Empaty)

13. Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di tindak lanjuti ?
(Empaty)

14, Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam
pelayanan perijinan trayek angkutan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Bulungan? (Empaty)

Petugas pelayanan Perijinan Trayek Angkutan di Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan :

1. Apakah sarana prasarana telah mendukung dalam proses pelayanan publik di
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan ? (Bukti langsung)

2. Produk apa saja yang di layani dalam pengurusan perijinan trayek angkutan di
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan? (Keandalan)

3. Berapa banyak petugas pelayanan perijinan trayek angkutan yang ada di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan ? (Keandalan)

4, Bagaimana tindakan Bapak / Tbu bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau bingung dalam pelayanan ? (Keandalan)

5. Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam menyikapi saran atau masukan dari

masyarakat 7 (Keandalan)




10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Apakah waktu penyelesaian pelayanan perijinan trayek angkutan sesuai dengan
waktu yang telah di tetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan ?
(Keandalan)

Bagaimana pembagian tugas di Bagian Pelayanan Perijinan Trayek angkutan di
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan? (Daya Tanggap)

Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan publik perijinan trayek
angkutan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan? (Daya Tanggap)
Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci dengan jelas?
(Jaminan)

Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan perijinan trayck
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan ? (Jaminan)

Apakah pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur
yang sudah ada ? (Jaminan)

Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan apakah telah memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
{Jaminan)

Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
layanan? (Jaminan)

Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau telah di
realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan ? (Empaty)

Bagaimana kepedulian pegawai ketika mengetahui ada masyarakat yang

membutuhkan informasi tentang biaya, syarat, prosedur dalam pelayanan?

(Empaty).
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11. Hambatan yang Bapak/Ibu/Sdr/sdri temui saat melaksanakan pelayanan
perijinan trayek angkutan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan ?

(Empaty)
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN KUNCI

Informan Penelitian

Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Kepala Seksi
Angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
(Bapak Mulyono, SE dan Bapak Wartono, ST)

Tempat

Ruang Kerja Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan

Hari dan Tanggal

Rabu, 26 Juli 2017

Waktu

09.00 WITE

Peneliti

Bagaimana Prosedur pelayanan publik perijinan trayek angkutan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Terkait dengan prosedur pelayanan public perijinan trayek
angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan , saya
rasa cukup mudah asal masyarakat datang dengan membawa
syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan pelayanan.
Namun masih ada juga masyarakat yang belum paham dengan
prosedurnya sehingga masih banyak yang datang dengan tidak
membawa persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat harus
melengkapai syaratnya kembali.

Peneliti

Berapa jumlah pegawai yang bekerja di bagian pelayanan
perijinan trayek angkutan di Kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Jumalah Pegawai yang ada di seksi angkutan ini ada 5 (lima)
orang, terdiri dari 1 orang kepala seksi, 2 orang operator
computer, dan 2 orang staf pelayanan, namun demikian yang ada
saat ini Cuma 3 pegawai pelayanan ini dikarenakan 1 orang
operator computer diperbantuakn kebidang lain dan 1 orang staf
tersebut mengikuti diklat pengujian kendaraan bermotor yang
diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan di Bali.

Peneliti

Apa saja produk pelayanan public bidang perijinan trayek
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Yang berupa dokumen perjinan trayek angkutan : Kartu
Pengawas dan Ijin Trayek, Buku Kier Kendaraan, berupa
permohonan baru, permohonan perpanjangan dan legalisir.

Peneiiti

Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Waktu penyelesaian terhadap dokumen perijinan trayek angkutan
yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Perhubungan Darat
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan
target waktu yang ditetapkan, yaitu 1 s/d 3 Hari namun yang
sifatnya rekomendatif dan legalisasi dapat di tunggu hari itu juga.
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Penelitt

Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?

Informan Penelitian

Biaya yang dibebankan kepada masyarakat adalah sebesar Rp.
75.000,- berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bulungan
Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Peneliti

Apakah sarana dan prasarana kerja telah mendukung dalam
proses pelayanan public di Pelayanan Perijinan trayek angkutan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Sarana dan prasarana kerja belum mendukung untuk sarana
pelayanan public, misalnya ruangan pelayanan belum ber AC,
Jumlah Pegawai belum ideal (Masih Kurang) dan Peralatan
Komputer dan Printer Belum ada.

Peneliti

Kemudahan akses apa saja yang diberikan kepada masyarakat
pengurus ijin trayek angkutan?

Informan Penelitian

Kemudahan akses yang diberikan kepada para pengurus ijin
trayek angkutan adalah sesuai dengan SOP yang ada, pelayanan
kepada masyarakat tetap mengacu kepada SOP,namun demikian
pelayanan yang bersifat urgent tetap dikedepankan.

Peneliti

Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau  bingung dalam pelayanan?

Informan Penelitian

Tindakan kepada masyarakat yang bingung dalam hal pelayanan
kami siap membantu dan mencarikan jalan keluarnya, tetapi tetap
sesual dengan peraturan yang berlaku

Peneliti

Bagaimana sikap dalam menyikapi saran dan masukan dari
masyarakat pengurus ijin trayek angkutan?

Informan Penelitian

Sikap terhadap saran dan masukan sepanjang masukan/saran
tersebut sesuai dengan aturan yang ada kami terima dengan
senang hati, kami terbuka terhadap saran dan masukan.

Peneliti

Apakah dari berbagat keluhan yang msuk telah digunakan atau
telah direalisasikan untuk memperbaiki pelayanan perijinan
trayek angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Dalam hal ini keluhan yang bagaimana, kalau keluhannya agar
ijin trayek angkutan dapat selesai 1 hari jadi yah nanti dulu jelas
kami tidak bisa menecrima tapi kalau perpanjanagn surat ijin
trayek misalnya yah kami layanai sesuai dengan SOP yang ada.

Peneliti

Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di
tindak lanjuti?

Informan Penelitian

Salah satu masukan yang sudah ditindak lanjuti adalah
permohonan perpanjangan surat ijin trayek angkutan yang
urgent/mendadak yang akan segera mengangkut barang-barang
sembako dan BBM kedaerah-daerah namun surat yang di
kasihkan surat ijin sementara.
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Peneliti

Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan? Apakah telah memberikan
rasa aman bagi masyarakat?

Informan Penelitian

Keamanan lingkungan kantor sampai saat ini walaupun situasinya
sangat terbatas keamanan sudah cukup memberikan kenyamanan
bagi masyarakat, misalnya sudah ada petugas Prkir. Ada barang
milik warga yang tertinggal diruangan pasti kami rawat dan kami
informasikan melalui kerabat vang dekat dengan mereka.

Peneliti

Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan perijinan
trayek angkutan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan?

Informan Penelitian

Hambatan yang di temui di seksi angkutan khusunya dalm hal
pemberian pelayanan perijinan trayek angkutan adalah kurangnya
personil pelayanan sehingga kadang membuat pekerjaan
menumpuk dan satu orang harus mengerjakan tugas ganda,
minimya srana pelayanan, misalnya runagan yang terbatas,
tempat duduk dan belum adanya AC/Pendingin ruangan, petugas
pengelolaan arsip di bagian pelayanan perijinan trayek angkutan
yang belum berpengalaman karena memang bukan bidanya
kerena pekerjaan pengarsipan:masth disambil dengan tuga yang
lainnya, rak arsip yang masih minim sehingga masih banyak arsip
yang belum tertata rapi.

Peneliti

Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dialami dalam pelayanan perijinan trayek angkutan di Kantor
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Upaya yang kami lakukan terkait dengan sarana dan prasarana
kami sudah mengajukan pengadaan seperti rak arsip, AC,Kursi
diruang tunggu serta Komputer,laptop dan printer namun belum
terealisasi sampai sekarang karena minimnya anggaran.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN PENDUKUNG 1

Informan Penelitian

Petugas Pelayanan Perijinan Trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan (Bapak Mulyono)

Tempat

Ruang Pengujian Kendaraan Bermotor Kantor Dishub
Kabupaten Bulungan

Hari dan Tanggal

Kamis, 27 Juli 2017

Waktu

11.00 WITE

Peneliti

Produk apa saja yang dilayani dalam pengurusan perijinan trayek
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan

Informan Penelitian

Produk yang dilayani berupa pembutan surat ijin trayek angkutan
seperti pembuatan baru kartu pengawasan, surat ijin trayek, uji
kier Kendaraan bermotor serta perpanjangan kartu pengawasan
surat ijin trayek angkutan,

Peneliti

Berapa banyak petugas pelayanan perijinan trayek angkutan yang
ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Ada 5 Orang

Peneliti

Bagaimana pembagian tugas di bagian pelayanan perijinan trayek
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Operator Komputer 2 orang dan layanan langsung 2 orang

Peneliti

Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan?

Informan Penelitian

Saya rasa waktu penyelesaiannya telah sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.

Peneliti

Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?

Informan Penelitian

berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu biaya Cuma
75.00,00 saja.

Peneliti

Apakah sarana dan prasrana telah mendukung dalam proses
pelayanan public di bagian perijinan trayek angkutan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Kalau untuk sarana dan prasarana anda juga bisa melihat sendiri
disini, menurut sya sarana dan prasarananya belum memadai
dapat dilihat dari kursi di ruang funggu ini masih sangat minim
dan ruangan yang sangat terbatas. Kami sudah mengusahakan
pengadaan barang namun sampai saat ini belum terealisasi.

Peneliti

Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?
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Informan Penelitian Kami menjelaskan sesuai dengan Prosedur dan SOP yang mudah
diterima masyarakat pengurus ijin trayek angkutan,

Peneliti Apakah pegawai sudah memberikan pelayanan sesuai dengan
prosedur yang ada?

Informan Penelitian Sudah

Peneliti Bagaimana tindakan bapak/ibu bila terdapat masyarakat yang
merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan perijinan trayek
angkutan?

Informan Penelitian Yah kami membantu memberikan penjelasan mengenai kesulitan
atau kebingungan masyarakat sehingga paham betul

Peneliti Bagaimana sikap bapak/ibu dalam menyikapai saran atau
masukan dari masyarakat?

Informan Penelitian Menerima kritik dan sarandengan sepenuh hati sebagai intropeksi
untuk layanan yang lebih baik.

Peneliti Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah direalisasikan untuk memperbaiki palayanan perijinana
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Sudah untuk kritikan yang berguna kami selalu tindak lanjuti.

Peneliti Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas

Perhubungan Kabupaten Bulungan? Apakah telah memberikan
rasa aman bagi masyarakat?

Informan Penelitian

Untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah
disediakan lahan parker beserta penjaga parkir, dengan demikian
masyarakat tidak perlu lagi was-was saat melakukan pelayanan.

Peneliti Bagaimana sikap bapak ibu dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan?

Informan Penelitian Petugas selalu senyum, sapa, dan sikap ramah kepada masyarakat

Peneliti Bagaimana kepedulian pegawai ketika mengetahui ada
masyarakat yang membutuhkan informasi tentang biaya, syarat,
prosedur dalam pelayanan?

Informan Penelitian Menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar pelayanan bisa
diterima dengan baik oleh masyarakat pengurus ijin trayek
angkutan

Peneliti Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan public
pemberian perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Ketika masyarakat saat melaksanakan pelayanan persyaratan yang

dibawah belum lengkap seingga dengan berat hati petugas
pelayanan belumdapat menyelesaikan sebelum persyaratannya
lengkap kendala berikutnya belum dioptimalkan genset ketika
listrik padam sehingga ketika listri padam pelayanan pada bagian
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operator terhenti.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN PENDUKUNG 2

Informan Penelitian

Petugas Pelayanan Perijinan Trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan (Ibu Yuli Rahayu, SE)

Tempat

Ruang Pengujian Kendaraan Bermotor Xantor Dishub
Kabupaten Bulungan

Hari dan Tanggal

Kamis, 27 Juli 2017

Waktu

14.00 WITE

Peneliti

Produk apa saja yang dilayani dalam pengurusan perijinan trayek
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan

Informan Penelitian

Ada banyak layanan yang diberikan tapi khusus untuk perijinan
trayek angkutan yaitu kartu pengawasan, uji kier dan izin trayek
angkutan.

Peneliti

Berapa banyak petugas pelayanan perijinan trayek angkutan yang
ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Ada 5 Orang tapi saat ini yang ada bagian pelayanan ada 3 orang
karena dua orang yang lain satu orang diperbantukan ke bidang
lain dan satu orang lagi mengikuti diklat pengujian kendaraan di
Bali.

Peneliti

Bagaimana pembagian tugas di bagian pelayanan perijinan trayek
angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Dari 5 orang tersebut dibagi kedalam beberapa tugas diantaranya
2 orang bertugas sebagai operator computer dan yang lainnya
menjadi petugas langsung dalam pelayanan.

Peneliti

Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Bulungan?

Informan Penelitian

Waktu yang ditetapkan yaitu 1- 3 Hari sesuai dengan yang ada di
dalam standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan

Peneliti

Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?

Informan Penelitian

Kalau untuk biaya penerbitan surat ijin trayek ini berdasarkan
peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan tertentu biaya Cuma 75.00,00 saja.
Tidak ada rincian langsung di tetapkan sekian.

Peneliti

Apakah sarana dan prasrana telah mendukung dalam proses
pelayanan public di bagian perijinan trayek angkutan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Masalah sarana dan prasarana sampai saat ini masih belum
memadai baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk
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pelaksanaan kerja.

Peneliti

Bagaimana cara petugas dalam membantu = memberikan
pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Membantu menjelaskan kesulitan atau kebingungan masyarakat
sehingga paham betul dan menjelaskan persyaratan apa saja yang
kurang dan persyaratan yang harus dilengkapi

Peneliti

Apakah pegawai sudah memberikan pelayanan sesvai dengan
prosedur yang ada?

Informan Penelitian

Yah sudah sesuai dengan prosedur SOP yang ada

Peneliti

Bagaimana tindakan bapak/ibu bila terdapat masyarakat yang

merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan perijinan trayek
angkutan?

Informan Penelitian

Yah selama masyarakat mau bertanya tentang kesulitannya maka
otomatis petugas akan menjelaskan sampai masyarakat mengerti

Peneliti

Bagaimana sikap bapak/ibu dalam menyikapi saran atau masukan
dari masyarakat?

Informan Penelitian

Menerima dengan baik akan kritikan yang membangun dari
masyarakat

Peneliti

Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah direalisasikan untuk memperbaiki palayanan perijinana
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Sudah dengan adanya masukan kita menjadi lebih baik lagi.

Peneliti

Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan? Apakah telah memberikan
rasa aman bagi masyarakat?

Informan Penelitian

Kalau untuk keamanan saya dapat mengatakan aman karena
belum ada kejadian yang tidak baik ataupun riminal disini seperti
pencurian,ini berarti kan kondisi aman.

Peneliti

Bagaimana sikap bapak ibu dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan?

Informan Penelitian

Baik, dilayani dengan baik

Peneliti

Bagaimana kepedulian pegawai ketika mengetahui ada
masyarakat yang membutuhkan informasi tentang biaya, syarat,
prosedur dalam pelayanan?

Informan Penelitian

Sebagai abdi Negara , yah kita mau tidak mau kita harus siap
dalam melayani juga membantu masyarakat sepeti menelaskan
apa saja yang harus dipenuhi dalam pembutana surat ijin trayek,
kartu pengawasan, uji kier , jadi pegawai disini tidak ada yang
tidak siap.
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Peneliti Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan public
pemberian perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Apabila listrik mati atau terjadi kerusakan pada alat pengujian

sehingga kegiatan pelayanan akan terhenti
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Peneliti

Bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Ruangan belum tampak rapi,masih banyak yang ambur radur

Peneliti

Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu
pelayanan perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Tempat duduknya perlu ditambah karena kalau ramai banyak
yang berdiri sampai diluar.

Peneliti

Bagaimana tingkat keamanan lingkungan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Kalo masalah keamanan saya dapat mengatakan aman karena
belum ada kejadian yang tidak baik maupun criminal disini
seperti pencurian, ini berarti kondisi aman.

Peneliti

Hambatan apa yang bapak ibu temui saat melaksanakan
pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Pengawainya ada acara bersamaan, main tinggal dari ruangan dan
tidak focus keluar masuk ruangan ngak jelas, sibuk sendiri

Peneliti

Berikan saran dan kritik kepada Dinas Perhubungan dalam hal ini
pelayanan perijinan trayek angkutan guna perbaikan dalam
kegiatan pelayanan kedepannya?

Informan Penelitian

Tolong pada saat melakukan pelayanan harap jangan di
tinggalkan dari ruangan tanpa alasan yang tepat dan tolong focus
supaya pengurusan cepat selesai.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN PENDUKUNG 4

Informan Penelitian

Masyarakat yang sedang melaksanakan pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
(Bapak Komaruddin Pengusaha angkutan di Kabupaten
Bulungan)

Tempat Ruang Pengnjian Kendaraan Bermotor XKantor Dishub
Kabupaten Bulungan

Hari dan Tanggal : | Jumat, 28 Juli 2017

Waktu : 1 14.00 WITE

Keperluan : | Pembuatan Perpanjangan Kartu Pengawasan Jjin Trayek
angkutan

Peneliti Apakah disediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-

syarat pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Ada tapi tidak informasi yang di temple disitu, yang ada Cuma
banner SOP Perijinan Trayek Angkutan

Peneliti Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi
persyaratan pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Prosedurnya gampang yah asal syaratnya lengkap kita bawah
pasti di proses cepat oleh petugas

Peneliti Bagaimana kerapian dan keseragaman dalam melayani
masyarakat (pengurus ijin trayek angkutan) di Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Cukup Rapi

Peneliti Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Cepat apabila antriannya tidak banyak seperti saat ini karena yang
mengurus sedikit kurang.

Peneliti Bagaimana sikap petugas pelayanan perijinan trayek angkutan
saat melayani masyarakat pengurus ijin trayek angkutan ?

Informan Penelitian Baik melayani dengan senyum,ramah dan sopan

Peneliti Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai rincian biaya?

Informan Penelitian Tadi saya Cuma membayar 75.000,00 sesuai dengan yang di
minta petugasnya dan katanya itu sudah sesuai dengan perda,
namun saya punya kesadaran makanya saya tambahkan buat
petugasnya beli gorengan atau pulsa 100.000,00

Peneliti Bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan pelayanan perijinan

trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?




43260.pdf

TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN PENDUKUNG 5

Informan Penelitian : | Masyarakat yang sedang melaksanakan pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
(Ibu Mujiati, ST)

Tempat : {Ruang Pengujian Kendaraan Bermotor Kantor Dishub
Kabupaten Bulungan

Hari dan Tanggal : | Senin, 31 Juli 2017

Waktu : | 09.00 WITE

Keperluan : [ Uji Kier Mobil

Peneliti Apakah disediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-
syarat pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Cuma Benner ajah yang ada tercantum SOP Pengurusan Perijinan
Trayek Angkutan

Peneliti Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi
persyaratan pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Yah sudah baik, pegawainya melayani sesuai dengan antrian

Peneliti Bagaimana kerapian dan keseragaman dalam melayani
masyarakat (pengurus ijin trayek angkutan) di Kantor Dinas
Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Petugasnya sudah memakai seragam

Peneliti Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Hari ini pelayananya lama soalnya saya menunggu petugas yang
akan menguji kendaraan saya, kata petugasnya hujan jadi agak
lambat datang, terus Cuma satu orang yang bertugas disitu,

Peneliti Bagaimana sikap petugas pelayanan perijinan trayek angkutan
saat melayani masyarakat pengurus ijin trayek angkutan ?

Informan Penelitian Saya di layani dengan senyum dan ramah dan minta maaf karena
terlambat

Peneliti Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai rincian biaya?

Informan Penelitian Saya belum sempat bayar tadi karena petugas tempat bayar belum
turun ke kantor saran dari petugas pelayananan di situ pada saat
mengambil buku kiernya ajah baru di bayar.

Peneliti Bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan pelayanan perijinan
trayek angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian Kebersihanya cukup, tapi untuk tata ruangnya kurang keliatan
rupek, panas didalam
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Peneliti

Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu
pelayanan perijinan trayek angkutan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Yah tempatnya sudah lumayan tetapi saying sekali ruang
tunggunya menyatu dengan tempat uji kier jadi bising, kita
sebagai pengunjung merasa tidak nyaman, jadi suasananya
kurang nyaman pitu.

Peneliti

Bagaimana tingkat keamanan lingkungan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Yah cukup aman karena sudah ada yang menjaga kendaraan yang
dibawah sehingga tidak khawatir lagi,

Peneliti

Hambatan apa yang bapak ibu temui saat melaksanakan
pelayanan perijinan trayek angkutan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulungan?

Informan Penelitian

Karena saya datang pas hujan lebat jadi pegawainya lambat
datang jadi saya harus menunggu dulu, sampai reda hujan karena
pegawainya datang pas sudah reda hujannya.

Peneliti

Berikan saran dan kritik kepada Dinas Perhubungan dalam hal ini
pelayanan perijinan trayek angkutan guna perbaikan dalam
kegiatan pelayanan kedepannya?

Informan Penelitian

Seharusnya biar hujan badai kalau memang tugas kita harus tetap
turun untuk melayani masyarakat jangan di jadikan alasan kita
harus berusaha, misainya hanya punya motor kan kita bisa pakai
mantel makanya harus disiapkan memang.
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Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

5. Pcraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daecrah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Bupati adalah Bupati Bulungan.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA
Kabupaten Bulungan.

8. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Perhubungan di Kabupaten Bulungan

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
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11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

(1)

(2)

3
(4)
(5)
(6)
{7)

(8)

(1)

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertangsungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sckretaris.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Dinas Perhubungan;
b. Sekretariat Dinas membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
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2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
1. Seksi Lalu Lintas dan Pengujian Sarana; dan
2. Seksi Angkutan.

d. Bidang Prasarana, membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana; dan
2. Secksi Pengoperasian Prasarana.

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:

1. Seksi Pemaduan Moda,Teknologi dan Lingkungan Perhubungan;
dan

2. Seksi Keselamatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana teknis Dinas.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perhubungan

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
pelayaran dan penerbangan yvang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati;

d. pelaksanaan administrasi dinas;
pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dinas;

f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;




(1)

(2)

(1)

{2)

43260.pdf

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempiunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi dilingltungan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan Dinas Perhubungan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggatan Dinas
Perhubungan;

c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelahan data serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

S

pengelolaan barang milik /kekayaan daerah; dan

—tn
.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan

keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran Dinas Perhubungan;

c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. menyiapakan bahan penyusunan laporan;




(1)

(2)

-

43260.pdf

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan dilingkungan Dinas Perhubungan;

menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan;

melakukan penyusunan laporan kinerja dilingkungan Dinas
Perhubungan;

melaksanakan urusan administrasi keuangan;
melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

. melakukan penyiapan pertanggungjiawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan;

n. melakukan penyusunan laporan keuangan;

melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan
protokol serta ketatalaksanaan dilingkungan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a.

b.
C.

melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;

melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;

melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara {LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
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i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit {RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBUJ);

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang;

l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 8

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat {1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumiisan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Lalu Lintas dan Anghkutan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan
dan pengujian sarana;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas,
angkutan dan pengujian sarana;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas,
angkutan dan pengujian sarana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pacal

Seltsi Lalu Lintas dan Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang lalu lintas dan pengujian sarana.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Lalu Lintas dan Pengujian Sarana mempunyai urai tugas:

d.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
pengujian sarana;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
pengujian sarana;

melaksanakan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas
Angkutan Jalan {LLAJ) Kabupaten;

melaksanakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan
pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan
Kabupaten,

melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam
daerah;

melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dan
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;

melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan
izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas,
angkutan dan pengujian sarana; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Anglmtan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢
angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Angkutan mempunyai urai tugas:

a,
b.
c.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan;
melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
orang dan/atau barang dalam daerah;

melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan
angkutan perkotaan dalam 1 (satu} daerah;

melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan
dalam 1 (satu) daerah;

melaksanakan penctapan rencana umum jaringan trayek pedesaan
yang menghubungkan 1 (satu} daerah kabupaten,

melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
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melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang
yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten;

melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha
yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di daerah kabupaten;

melaksanakan penerbitan izin usaha angkuatan laut pelayaran rakyat
bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan
sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah
kabupaten yang bersangkutan;

melaksanakan penctapan tarif angkutan penyeberangan penumpang
kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam daerah kabupaten;

melaksanakan penetapan wilayvah operasi angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya berada dalam daerah kabupaten;

melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan
kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah
kabupaten; .

melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana

Pasal 11

Bidang Prasarana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Prasarana menyclenggarakan fungst:

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan dan pengoperasian prasarana;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan dan pengoperasian prasarana,

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,
pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
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Pazal 12

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan
prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai urai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan
pembangunan prasarana;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
pembangunan prasarana;

c. melaksanakan penectapan rencana induk Daerah Lingkungan
Kerja/Dearah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan
pengumpan lokal;

d. melaksanakan penetapan induk Daecrah Lingkungan Kerja/Dearah
Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) untuk pelabuhan sungai dan
danau;

e. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan
pelabuhan pengumpan lokal;

f melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan, pengerukan
di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

g. melaksanakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal;

h. melaksanakan penerbhitan izin mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter;

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan
pembangunan prasarana; dan

j.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13
Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengoperasian prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pengoperasian Prasarana mempunyai urai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian
prasarana;
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b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian
prasarana,

¢. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan
lokal;

d melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan
danau;

e. melaksanakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpul lokal;

f. melaksanakan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk
pelabuhan;

g. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24
(dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

h. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS} di dalam Daerah Lingkungan
Kerja/Dearah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan
pengumpan lokal;

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian
prasarana; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 14
Bidang Pengembangan dan Keselamatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan
pelaporan di bdang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

¢. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
Pasal 15
Seksi Pemaduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1,
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mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda, teknologi dan lingkungan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Pemaduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan mempunyai

urai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi dan lingkungan perhubungan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi dan lingkungan perhubungan;

c. melaksanakan pemaduan moda dan pengembangan teknologi
perhubungan;

d. melaksanakan pengembangan lingkungan perhubungan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda,
teknologi dan lingkungan perhubungan; dan

f melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pacal 16

Seksi Keselamatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
¢ angka 2, mempunyai tiigas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Keselamatan mempunyai urai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan
transportasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesclamatan
transportasi;

¢. melaksanakn audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan
provinsi,

d melaksanakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;

e. melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan kesclamatan lau
lintas dan angkutan jalan;

f melaksanakan fasilitasi keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan;

g. melaksanakan penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan
transportasi; dan

12
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1 melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis
sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelas A dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

M

(2)

BAB VI
ESELONERING
Pasal 20
Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa atau jabatan
administrator.
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Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IlIb atau jabatan
administrator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan
pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan Jabatan Struktural
Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit
organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifilkasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib
mengawasi  bawahannya  masing-masing dan  apabila terjadi -
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dilingkungan
Dinas Perhubungan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahanmnya.

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi di bawahnya
dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-
masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Satuan Organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 22

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sckretaris melaksanakan tugas
Kepala dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas
Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut
Kepangkatan.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd
SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

' SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.[/ llid
Nip.19701130 2002121004
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG EKEDUDUEKAN, SUSUKNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
EERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN

DINAS
I SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL l l
SUE BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAX
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
. v ! y
BIDANG BIDANG BIDANG
LALU LINTAS DAN PRASARANA PENGEMBANGAN DAN
ANGKUTAN KESELAMATAN
. — I 1 ]
SEKSI SEKSI SEKSI PEMADUAN
L LALU LINTAS DAN |_,| PERENCANAAN DAN |_,| MoDa, TERNOLOGI DAN
PENGUJIAN SARANA PENGEMBANGAR LINGKUNGAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
ANGKUS;AN SEKS1 SEXSI
— _,| PENGOPERABIAN — KESELAMATAN
\ PRASARANA
1
1
UPTD

BUPATI BULUNGAN,
ttd
SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.{ / llid
Nip.19701130 2002121004
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SALINAN

BRUPATI BULUNGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

f

NONOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasaan, pengendalian
dan penertiban usaha angkutan di Kabupaten Bulungan, perlu
mengatur mengenai perizinan angkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan
Angkutan;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomar 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubtlik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa,
Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655];

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten Keta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor
694);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka
Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-
rambu Lalu Lintas di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi
Igyarat Lalu Lintas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1997 tentang Fasilitas
Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Nomeor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Dacrah {Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bulungan {Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tzhun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2011 Nomeor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomaor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menetapkan :

dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN.

BABI
KETERTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyclenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selajutnya
disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bulungan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bulungan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
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Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.

Pengguna jasa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang menggunakan
jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan
teknik yang ada pada kendaraan itu.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Angkutan adalah pemindahan orang danfatau barang dari suatu tempat ke
tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

Angkutan antar Kota antar Provinsi adalah angkutan dari kota ke kota lain yang
melalui antar Daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah
Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.

Angkutan antar kota dalam Provinsi adalah angkutan dari suatu kata ke kota lain
yang melalui antar daerah kabupaten [ kota dalam satu daerah Provinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada
wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil
penumpang umum yang terkait dalam trayek.

Angkutan perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah
kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya dalam
wilayah Provinsi.

Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap
yaitu melayani antar jemput penumpang umuwm antar jemput Kkaryawan
permukiman dari simpul yang berbeda.

Angkutan talzsi adalah angkutan dengan menggunakan mabil penumpang umum
vang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani
angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi
dalam wilayah operasi yang tidak tetrbatas.

Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum
yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau
keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek seperti keperluan
keluarga dan sosial lainnya.

Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

Angkutan barang adalah pemindahan barang dar satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan.

Perizinan angkutan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk
menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang
dan atau barang yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil
dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.

Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan pelayanan
angkutan orang dan atau barang.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa anglkutan orang
dengan mobil bus dan mobil penumpangyang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam
jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidalk terjadwal.
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lzin trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan
penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan
Daerah.

Izin Operasi Angkutan tidak dalam Trayek adalah izin untuk pengangkutan orang
dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.

Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya
menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah.

Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada izin Trayek atau izin Operasi
Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan
umum dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi yang
memuat indentitas kendaraan jenis pelayanan jadwal perjalanan serta tempat
persinggahan.

BAB 11
IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk
mengangkut orang wajib memiliki Izin yang terdiri dari :

a. Izin usaha angkutan;
b. Izin trayek;
c. [zin Insidentil;

Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Usaha dalam anghkutan dalam trayek dan teratur;
b. Usaha dalam angkutan tidak dalam trayelk.

Izin usaha angkutan jalan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a adalah Angkutan Antar Kota Perdesaan dalam
Daerah.

Izin useha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdiri dari :

a. Angkutan taxi;

b. Angkutan sewa/rental;

c. Angkitan pariwisata; dan

d. Anglkutan untuk anak sekolah.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Kepala Dinas menggunakan formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :

a. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon,

b. Fota Copy nomor pokok wajib pajak (perusahaan angkutan/perseroany;

c, Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan
usaha;

d. Surat keterangan domisili perusahaan;

e. Foto Copy izin gangguan (H.O);

f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan
bermotor paling sedikit 5 (lima) unit kendaraan;

£. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas kendaraan.

Izin Usaha Angkutan diberikan atas nama pemohon.

Izin Usaha Angkutan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama.
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Pasal 4
Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib :
a. Memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam izin usaha angkutan;

b. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya 6 {enam} bulan setelah
izin usaha angkutan diterbitlkan;

c. Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan
perusahaan atau domisili perusahaan;

d. Melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Dinas;

e. Memiliki dan/atau tempat penyimpanan kendaraan.

BAB III
IZIN TRAYEK
Bagian Kesain
Izin Dalam Trayek Tetap Dan Teratur
Pasal 5

(1} Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3] wajib memiliki Izin Trayek.

(2] Untuk memperaleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi ;

a. Izin usaha angkutan;

b, Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan
surat tanda nomor kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan buku
uji.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud patia ayat (2] meliputi :

. a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk
penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;

b. Diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
anglkutan standar.

{5) Permohonan izin trayek dapat berupa :

a. [zin bagi permohonan baru;
b. Perpanjangan izin masa berlak;
c. Perubahan izin.

(6) Perpanjangan izin masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
diajukan kepada Pejabat Pemberi ijin dilengkapi dengan :

a. Persyaratan administrasi dan telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b;

b. Pertimbangan dari Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika, untuk trayek antar kota dalam provinsi untuk pelayanan
antar jemput, karyawan, permukiman dan pemandu moda, yang meliputi :

1. Jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rute yang beroperasi melayani
trayek yang ditnohon;

. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

. Pengaruh terhadap jasa pelayanan lainnya;

. Kapasitas terminal yang disinggahi;

. Rencana jadwal perjalanan;

. Kelas jalan yang dilalui;

. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

. Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

O~ WU bW
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c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, pemberi izin
melakukan analisis persyaratan administrasi dan teknis;

d. Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi
izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

. Surat keputusan izin trayek;

. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

. Kartu pengawasan kendaraan,;

. Surat permnyataan kesanggupan untuk mentaati selurth kewajiban sebagai
pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

[4) QN A3 N I

Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf ¢ sebagai akibat

dari :

a. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan
frekwensi;

b. Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan
frekwensi;

c. Perubahan jam perjalanan;

d. Perubahan trayek {dalam hal terjadi perubahan rute, perpamnjangan rute atau
perpendekan rute);

e. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

f. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas
kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin trayek angkutan kota atau
perdesaan, wajib mengisi formulir yang telah disediaktan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan dilampirkan:

a. Foto copy KTP pemochon;

b. Foto copy surat izin usaha angkutan;

c. Foto copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
d. Foto copy bukti uji setiap kendaraan yang dioperasikan.

Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu yang sama.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Trayek
Pasal 7

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan cleh Bupati atan
pejabat lain yang ditunjuk untuk trayek angloutan kota dan perdesaan dalam Daerah.

Bagian Hetiga
Kewajiban Pemegang Izin Trayek Tetap Dan Teratur
Pasal 8

Pemegang lzin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
berkewajibkan sebagai berikut:

a.

b.

Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin
Trayek yang dimiliki;

Memperbaruhi Kartu Pengawas bagi setiap kendaraan dalam waktu setiap 1
(satu) Tahun sekali sesuai jangka waktu berlaku Kartu Pengawasan;

Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
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Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlalku;

Memenuhi waktu kerjadan istirahat pengemudi;

Memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungan
kecelakaan penumpang;

Mematuhi ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan pemilikan
perusahaan atau domisili perusahaan;

Melaporkan setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan operasional angkutan
kepada Kepala Dinas;

Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila terjadi perubahan
alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;

Melayani trayek sesuai Izin Trayek yang dimiliki, dengan cara :

1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waltu sejak saat pemberangkatan,
persinggahan an sampai tujuan;

Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;

Mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam
yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;

Membawa kartu pengawasan dalam operasinya;

Memasang papan trayck sesuai dengan trayek yang dimiliki;

Bagian Keempat
I1zin Operasi Anglratan Tidak Dalam Trayek
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha anghkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf b, wajib memiliki izin operasi angkutan
tidak dalam trayek.

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

nalhad o

A

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan
jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;

b. Diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
anglkutan standar.

Persyaratan tehnis meliputi :

a. Memiliki Izin Usaha Angkutan pada wilayah administrasi yang dimchon dan
masih memungkinkan untuk menambah jumlah kendarasan berdasarkan
kebutuhan;

b. Diberikan bagi Perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutansesuai standar.

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin operasi wajib mengajukan

permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

. Foto Copy KTP pemohon;

. Foto Copy surat izin usaha angkutan;

Foto Copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;

. Memiliki atau menguasai kendaraan yvang laik jalan yang dibuktikan dengan
surat tanda nomor kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan buku
uji.

o op
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(2) Masa berlaku izin operasi angkutan tidak dalam trayek selama 5 (lima} tahun dan

Pe

a.

dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkntan Tidak Dalam Trayek
Pasal 11
megang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek berkewajiban :

mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang
dirnilili;

b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

(1)

(2]

(3)

(4)

(5)
(6)

{1)

. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan

penumpang;
memberikan pelayanan sebailc-baiknya kepada penumpang;

. mematuhi Ketentuan tarif angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang

menggunakan tanda pengenal perusahaan;

melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan
atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kera
sesudahnya;

melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas setiap & (enam) bulan sekali; dan

. membawa Kartu Pengawas dalam operasinya.

Bagian Keenam
Izin Insidentil
Pasal 12

Pengusaha anglutan yang akan menggunakan kendaraan cadangan yang
menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki izin Insidentil dari
Kepala Dinas.

Izin Insidentil diberikan dalam bentuk Surat Izin Insidentil untuk keperluan :

a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu Seperti
Lebaran, Liburan Sekolah, Natal, Tahun Baru atau keperluan lainya;

b. Rombongan Olah Raga, Karya Wisata dan sejenisnya;

¢. Keadaan darurat tertentu.

Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan
berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Izin insidentil hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai
kendaraan cadangan dan telah memiliki izin.

1zin Insidentil wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan.

Khusus untuk rombongan pengantar jenazeh tidak diperlukan Izin Insidentil.

Bagian Ketujuh
Kartu Pengawasan
Paesal 13

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang
dioperasikannya.
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(2} Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 {satu} Tahun.

(3) Kartu Pengawasan merupakan turunan dari Izin Operasi Angkutan Tidak dalam
Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

BABRV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa Pencabutan
Perizinan Angkutan apabila ;

a. Pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan atau Pasal 13;

b. Pengusaha angkutan tidak mengajukan Kartu Pengawasan setelah masa
berlakunya Kartu Pengawasan habis;

c. Pengusaha angkutan terbukti tidfak memasang Kartu Pengawasan pada
kendaraan yang dioperasikan;

d. Pengusaha angkutan tidak melakukan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-
turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan apabila telah
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga] kali berturut-turut dengan
tenggang waktu 1 (satu) bulan;

b. Apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a,
pengusaha angkutan belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Kepala Dinas membekukan untuk sementara waktu perizinan
anglkutan yang dimillki untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

c. Apabila telah dilakukan pembekuan sebageimana dimaksud huruf b, pengusaha
angkutan tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan
tertulis maupun pembekuan sementara, maka Kepala Dinas mencabut perizinan
angkutan yang bersangloutan.

Pasal 16

Kepala Dinas berwenang mencabut perizinan engkutan tanpa melalui ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasall4, apabila pengusaha angkutan melakukan
kegiatan yang membahayakan keamanan dan/atau kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlalku, atau berdasarkan perintah pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGERNDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 17

(1} Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

10
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Pasal 18

Untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan angkutan, maka
pelayanan perizinan angkutan dapat dilakukan pada instansi yang tugas dan
fungsinya menangani pelayanan perizinan terpadu yang pelaksanaannya ditetapkan
oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian
Pasal 19

{1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan di Daerah.

(2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat
melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

(1} Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan di Daerah.

(2] Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau instansi lain yang
berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan
angkutan di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan
keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 21

Pelayanan Perizinan Angkutan dikenakan Retribusi yang besarnya diatur dengan
Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak
pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di Linglungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan
angkutan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai crang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;

11
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¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan; _

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perizinan anglutan;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perizinan angkutan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan
angkutan;

i. memanggl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau salsi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang perizinan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

—_,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

{1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melalktukan kegiatan angkutan orang
dan/afau barang tanpa memiliki perizinan angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga] bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimena dimaksud pada ayat {1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, apabila pengusaha
angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas
dan angkutan jalan, maka dikenakan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

{1) Semua perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dan tidak sesual dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan
dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini.

12
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BAB XI
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini,maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Seri D Nomor 5 Tahun 1999), beserta Lketentuan pelaksanaannya
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Sistemn dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk
pelayanan perizinan angkutan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatanya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,
ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 09.

Selinan sesuai dengan Aslinya
EKEPALA BAGIANW HUKUM,
”~

. INDRIYATI, SH, M.Si
Pembina Tkl / IVB
Nip.196403281995032001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH HABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN

UMUM

Dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan penyelenggaraan
angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di Kabupaten
Bulungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta
penegakan hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan meningkatnya
jumlah kendaraan umum yang ada di Kabupaten Bulungan, maka perlu
dilakukan upaya preventif agar penyelenggaraan angkutan umum di Daerah
dapat terselenggara secara tertib, lancar, nyaman dan aman bagi semua pihak,
bailr, pengusaha, pengguna jasa anglutan umum, maupun Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan yang mengatur penyelenggaraan angkutan di Daerah periu dilakukan
penyesuaian, dalam rangka menjamin prinsip perlindungan hukum, penegakan
hultum, serta mudah dipahami oleh segenap unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah
Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Angkutan,

PASAL DEWMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas,
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasgal 11

Cukup jelas.

14




Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Culaup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Culup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7.

15



Menimbang

Mengingat

o

43260.pdf

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! BULUNGAN,

bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan;

bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal
pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertenty guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya
dasar hukum sebagai pedoman dalam petaksanaannya;

bahwa wuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara
berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi
masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3)
dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Notmor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72);

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarah Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Wegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembatran Negara Republik Indonesia Momor 4739);

Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2069 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1593 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesfa Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman beralkohol;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/ll/1982 tentang Larangan
Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada
Departemen Kesehatan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN /2007 tentang Perizinan
Usaha Pembudidayaan lkan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
1zin Mendirikan Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.O5/MEN/2008 tentang Usaha
Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan Di Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendaliap Minuman Beralkchol;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan
Izin Mendirikan Bangunan; .

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor

1);

Peraturan Daerzh Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

- 2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otohomi danh tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undanng Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Raliyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Butungan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Pejabat adalah pegawal yang diber] tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuaf
dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, setta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saraha atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retrbusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemetintah
Daerah dalam pemberian izin tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjuthya disebut Retribusi IMB adalah
pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

1zin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan
bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien
Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang
selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya
disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat
penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran
yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau
didalam tanah dan atau =ir yang secara langsung merupakan kelengkapan dari
bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.

Bangunan Gedung adalah banhgunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu
lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau
air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.

Bangunan Permanen adalah bangunhan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-
pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton
bertulang.

Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan
material utama kayu.

Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5
tahun.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol di suatu tempat tertentu,

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu
atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses denganh cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanal.

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa
pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketettiban, keselamatan, atau Kkesehatan umum, memelihara
ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
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Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha atau
kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
kepentingan umum secara terus-menerus.

Retribusi lzin Trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa
pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Izin. Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan kegiatan
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam daerah
yang menjadi kewenangan daerah.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
pating banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan)
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-
barang khusus.

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas jasa pelayanan pemberian zin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

Surat lIzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Surat izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang
harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat lzin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjuttiya disebut SIKP1, adalah izin tertulis
yang harus dimilild setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan
pengangkutan ikan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau tetah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adafah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribust yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLBE,
adalah surat Kketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
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43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

44, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

45, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya,

BAB I
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Jenis Retribusi daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan
Daerzh ini adalah:

1. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

2. Retribusi |zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;

4. Retribusf Izin Trayek; dan

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 3

{1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pembetian izin untuk mendirikan
suatu bangunan.

(2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan
desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB,
KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :

a. pembangunan bary;

b. rehabilitasi atau renovasi meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan,
perluasan atau pengurangan; dan

¢. pelestarian atau pemugaran.

{5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan
bangunan.

(2) Wajib Retribusi IMB adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin
untuk mendirikan bangunan.
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Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan gedung baru, rehabilitasi atau
renovasi bangunan gedung, prasarana bangunan gedung, dan rehabilitasi prasarana
bangunan gedung serta kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunan.

Pasal 6
(1) Komponen Retribusi dan Biaya :

a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan
pembangunan baru, rehablitasi atau renovasi dan pelestarian atau pemugaran;
atau

b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat
atau copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang
hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung,
dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan

c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran
Bangunan Gedung.

(2) Penghitungan besamya retribusi mengikuti rumus untuk :

a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru : (LxIt x 1,00 x HSbg).

b. retribusi rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung  : (L x It x Tk x HSbg).

¢. retribusi prasarana bahgunan gedung : (V x1x 1,00 x HSpbg).

d. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : (Vx| x Tk x HSpbg).

&. penghitungan besamya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, c,

dan d sudah termasuk biaya administrasi dan formulir.
Keterangan :

L : Luas lantai bangunan gedung

v : Volume/besaran {dalam satuan m?, m', unit)
| : Indeks

Lt : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan :

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg  : Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 : Indeks pembangunan baru

(3) Komponen retribusi untuk penghitungan besamya retribusi IMB :

o e e Jenis'Retribusi”: . - - . __Penghitungan Besarnya Retribusi
Retribusi Pembiayaan Bangunan Gedung :
4. Bangunan Gedung :
1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru Luas BG x It * x 1,00 x HS Retribusi
Z) Rehabilitasi atau renovasi bangunan
gedung, meliputi : perbaikan atau
perawatan, perubahan, perluasan atau
pengurangan :
a) Rusak Sedang Luas BG x It * x 0,45 x HS Retribusi
b) Rusah Berat Luas BG x It * x 0,65 x HS Retribusi
3) Pelestarian atau Pemugaran :
a) Pratama Luas BG x It * x 0,65 x HS Retribusi
b) Madya Luas BG x It * x 0,45 x HS Retribusi
c} Utama Luas BG x It * x 0,30 x HS Retribusi
b. Prasarana bangunan Gedung :
1) Pembangunan Baru Luas BG x Indek * x 1,00 x H5 Retribusi
2) Rehabilitasi :
a) Rusak Sedang Luas BG X Indek * x 0,45 x HS Retribusi
b) Rusah Berat Luas BG x indek * x 0,65 x HS Retribusi
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Catatan :

* Indeks Terintegrasi : Hasil perkatian indeks-indeks parameter;
HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per m?
dan/atau rupiah per satuan volume,

{4) Tabel penetapan Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk
bangunan gedung sebagai berikut :

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter indaks
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Hunfan 0,05 7 0,50*) | 1. Kompleksitas 0,29 [ a. Sederhana 0,40 1. Sementara 0,40
jangka
pendek
2. Keagamaan 0,00 b. Tidak 0,70 2. Sementara D,70
Sedethana Jangka
menengah
3, Usaha 3,00 ¢. Khusus 1,00 3. Tetap 1,00
4. Sasial dan 0,00 7 1,00**) | 2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40
Budaya
5. Khusus 2,00 b. Semi Permanen 0,70
&, Ganda / 4,00 c. Permanen 1,00
Campuran
3. Resiko 0,15 a. Rendah 0,40
Kebakatan
b. Sedang 0,70
c._Tinggl 1,00
4. Zonasi Gempa 0,15 | a. Zonal / Minor 0,10
b. Zonall / Minor 0,20
c. Zenalll/ 0,40
Sedang
d. Zemaly/ 0,50
Sedang
e. Zona V / Kuat 0,70
f. Zona V1l / Kuat 1,60
. 5. Lokasi 0,10 | a. Renggang 0,40
|Kepadatan
bangunan
gedung)
' b. Sedang 0,70
c. Padat 1,00
6. Ketingsian 0,10 | a. Rendah 0,40
Bangunan
Gedung
b. Sedane 0,70
t. Tinggi 1,00
7. Kepemilikan 0,05 a. Negara / 0.40
Yayasan ’
ya!
b. Perorangan 0,70
| c. Badan usaha 1,00
swasta

CATATAN :

1. * Indeks Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah
sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;

2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement),
diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan
1,30;
(5) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana
bangunan gedung sebagai berikut :

PEMBANGUNAN | RUSAK RUSAK

L]
NO. JENIS PRASARANA BANGUNAN BARU BERAT | SEDANG )
Indeks Indaks Indeks Indeks
2 3 4 5 ] 7
1. Kenstruksi pembatas | a. Pagar 1,00 0,65 0,45 0,00
/penahanan b. Tanggul / retaining wall
/pengaman c. Turap batas kavling /
persil
2, Kenstruksi  penanda [ a. Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00
masuk lokasi b. Gerbang
3. Konstruksi a. Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00
Perkerasan b. Lapangan Upacara
c. Lapangan Otah Raga
Terbuka
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Konstruksi
penghubung

. Jembatan

. Box Culvert

Kenstruksi
kelam/reservoir
bawah tanah

. Kolam Renang

. Kolam Pangelahan Air

o oo |ole

Reservoir &  Bawsh
Tanah

Konstruks{ menara

Menara Anteha

. Menara Reservoir
Cerobang

Tugu

. Patung

Instalasi Listrik

. Instalasi Telepan /
Komunikasi

Instalasi Pengolzhan
Bilboard

. _Papan lklan

Papan Nama (berdir
sendirf atau  bkerupa
tembok pagar )

Konstruksi monumen

Konstrukst  instalasf
fgardu

gle=]e |0 lole

Konstruksi reklame /
Papan nama

olojsn

CATATAN :

* Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tingal tunggat;

RB = Rusak Berat ;

RS = Rusak Sedang ;

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan
oleh pemerintah.

Pl ol hl

Pasal 7
(1) Besamya tarif dasar retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

[EIN Y Py

HARGA SATUAN

~RETRIBUSI
4
1. Bangunan gedung *) m? Rp.20.000,00
2. Prasarana bangunan gedung :
a. Konstruksi pembatas/penahanan | m? atau unit standar Rp.350,00
fpengaman
b. Konstruksi penanda masuk lokasi | m? Rp.350,00
c. Konstruksi perkerasan m? Rp.350,00
d. Konstruksi penghubung m? atad unit standar Rp.350,00
e. Konstruksi kolam /reservoir bawah | m? Rp.350,00

tanah

f. Konstruksi menara unit dan pertambahannya | 1,75 % X RAB

g. Konstruksi monumen unit dan pertambahannya | 1,75 % X RAB
' h. Konstruksi instalasi/gardu m2 Rp.350,00

i. Konstruksi reklame papan nama unit dan pertambahannya | 1,75 % X RAB

CATATAN : *)

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom

» Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang
dibatasi aleh garis sumbu-sumbunya;

¥ Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung
setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut ;

» Luas overstek/uifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap
konstruksi tersebut ;

¥» Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 {satu) tarif.
{(2) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai

dasar untuk penghitungan retribusi pemutihan IMB.
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan IMB.

10
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Bagian Kedua
Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkchol
Pasal 9

(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minumnan Beralkoho! dipungut retribusi
atas pemberian izin untuk melakukan penjualan mihuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.

(2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

(3) Minuman Beralkchol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan
dalam golongar :

a. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkchol dengan kadar ethanol
(C2H5CH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% ({(dua puluh
perseratus); dan

b. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohal dengan kadar ethanol
(C2H50H) {ebih dari 20% {dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima
perseratus).

(4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. hotel melati 3 dan hotel berbintang; dan
b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.

Pasal 10

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu
tempat tertentu.

{2) Wajib Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh lzin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu
tempat tertentu.

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diterbitkan sesuai golongan
minuman beralkohol.

Pasal 12

Struktur dan Besamya tarif retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan
sebagai berikut :

a. golongan B Rp.50.000.000,00 per izin per 3 tahun; dan
b. golongan C Rp.75.000.000,00 per izin per 3 tahun.

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan 1zin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan
Pasal 14

{1} Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat
usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau
gangguan.
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{2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus-menerus untuk mencegah terjadinya ganpguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memepuhi norma
keselamatan dan kesehatan ketja.

{3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat
uszha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Subjek Retribusi tzin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin
Gangguan.

(2) Wajib Retribusi |zin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 1zin
Gangguan.

Pasal 16

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat
Usaha/Kegiatan dengan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan dengan rumus : (LRTU X 1G
x iL X TR).

Keterangan :

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha (Kegiatan),
IG : Indeks Gangguan.

L : Indeks Lokasi.

TR : Tarif Retribusi

(2) Luas Ruang Tempat Usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas
hangunan / kegiatan usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai bangunan /
kegiatan usaha, baik yang tertutup maupun ruangan terbuka.

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

(Noi| = " Intensitas Gangguan: .- Indeks..
1. | Gangguan Besar 3
Z. | Gangguan Sedang 2
3. | Gangguan Kecil 1

(4) Jenis-jenis kegiatan usaha dengan kategori intensitas gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. gangguan besar yaitu Jenhis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi denganh
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

b. gangguan sedang yaitu Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL atau UPL);
dan

¢. gangguan kecil yaitu Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Surat
Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

(5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

“No.|- + - Berdasarkan Jalan .:| Indeks:
1. | Arteri 4
2. | Kolektor 3
3. | Lokal 2
4. | Lingkungan 1
Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha / Kegiatan.
{2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaj berikut :
12
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“No.:kr o - luas *w..’ -Besamya Tarif’ '+
1. | <50m? Rp.3.000,00 per m>.
2. |>50 s/d 100 m? Rp.2.500,00 per m2.
3. | > 100s/d 200 m? Rp.2.000,00 per m2.
4. | >200s/d 400 m? Rp.1.500,00 per m2.
5. | >400s/d 800 m? Rp.1.000,00 per m2.
6. | >800m?2 Rp. 500,00 per m2.

b. Untuk Kegiatan Usaha sebagai berikut :

No. | -.luas = -.-1*"7  Besamya Tarif .°. . .
1. | <25ha Rp.6.000.000,00 per ha.
2. |>25s/d50 ha Rp.5.500.000,00 per ha.
3. | >50s/d 100 ha Rp.5.000.000,00 per ha.
4, | >100s/d 200 ha Rp.4.500.000,00 per ha.
5. | >2005/d 400 ha Rp.4.000.000,00 per ha.
6. | > 400s/d 600 ha Rp.3.500.000,00 per ha.
7. | > 600s/d 800 ha Rp.3.000.000,00 per ha.
8. |>80Ds/d1.200 ha Rp.2.500D.000,00 per ha.
9. |>1.200 ha Rp.2.000.000,00 per ha.

Pasal 18
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin ganggtan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek
Pasal 19

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk
menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek.

(2) Objek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi |zin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau
mendapatkan izin trayek.

{2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau
mendapatkan izin trayek.
Pasal 21
Tingkat pengeunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan sesuai jenis
angkutan umum penumpang dan kapasitas tempat duduk.
Pasal 22

{1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum
dan daya angkut.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan sebagai berikut :

*;:Kapasitas.
B . Tempat Duduk
1. Mobll Penumpang s/d 8 Orang
2. | Mohil Bus sfd 15 Orang
s/d 25 Orang
Diatas 25 Orang

Besamya Tarif

Rp. 375 000 00 per unit per 5 tahun.
Rp.425.000,00 per unit per 5 tahun.
Rp.500.000,00 per unit per 5 tahun.
Rp.600.000,00 per unit per 5 tahun.

: Jems Angkutan
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Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian izin
trayek.

Bagian Kelima
Retribusi [zin Usaha Perikanan
Pasal 24

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin
atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Objek Retribusi 1zin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan,

{2) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan vyang
memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan, dan Gross tonnage
kapal perikanan.

Pasal 27

(1) Struktur dan besamnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.

(2} Sturktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

a. penerbitan SIUP ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk budidaya :
a) tambak (air payau) per ha Rp.50.000,00
b} untuk budidaya di air tawar Rp.1.000.000,C0
c) untuk budidaya di air laut Rp.2.000.0G0,00
d) untuk pembenihan (HETCHERY) :

1. udang  Rp.5.000.000,00 per izin.
2. ikan Rp.3.500.000,00 per izin.

2. untuk perikanan tangkap :

i. 5s/d 7GT  Rp.10.000.000,-/izih;
2. 8s/d 10GT  Rp.12.000.000,-/izin.

b. penerbitan S5IKP| dengan kapasitas kapal 5 s/d 10 GT Rp.B00.000,00 per tahun per
kapal.

c. penerbitan SIPI :

1. alat tangkap pukat cincin {purse saine)  Rp.500.000,00 per unit per tahun.
2. alat tangkap angkat bagan perahu/rakit Rp.150.000,00 per unit per tahun.

d. biaya balik nama atas SIUP budidaya dan penangkapan dikenakan sebesar 75% dari
biaya awal.
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(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku selama 30 tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(4) SIKPI dan SIP! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf ¢, berlaku
selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 28
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha perikanan.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 29

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan Kkegiatan ussha yang
berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.

(2) Ketentuan teknis dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 30

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinah Tertentu didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 31

\ (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan petkembangan perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB YV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 32

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh
Bupati.

(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen (ain
yang dipersamakan.
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BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan
Pasal 33
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
{(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.

{4) Hasil pemungutan retribusi sebagaitana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum
Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisl geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke
rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 34
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah
atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminstrasi
Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 36
(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang
terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.
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Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 37

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di (uar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi,

Pasal 38

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajulkan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.

(2) HKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan
oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

: {4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap
: dikabulkan.

Pasal 39

{1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbatan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua bhelas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 40

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB Vil

TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 41
(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
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Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :

a. bencana alam; atau
b. pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 42

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permchonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran ketebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan l!ebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 43

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
walctu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permchonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
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Pasal 44

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 45

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk meﬁguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan cbjek Pajak atau
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan Kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap periu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang dipertukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 46

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB Xil
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 47

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negerl Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebeharan perbuatan yahg dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut,;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan nlangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalti Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar
Rp.50.000.000,- {lima puluh juta rupiah).

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi
administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan perizinan tertentu sesuaf
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah
pelanggaran.

Pasal 49
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), merupakan penerimaan negara.

Pasal 50

Datam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan atau melakukan tindakan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain
yang lebih tinggi, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :

a. peringatan tertulis;
b. pencabutan sementara izin dan/atau,
¢. pencabutan izin.
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(2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Xlv
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi mengenai jenis perizinan tertentu
sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 {lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 02 Tahun 1999 Seri B Namor 1);

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi zin Ekspor Kayu Bulat dari
Hutan Milik/Hutan Rakyat (lLembaran Daerah Kabupaten Daersh Bulungan Nomor 2
Tahun 2001 Seri B Nomor 1};

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan
Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 3 Tahun 2001 Seri B Nomor
2);

4, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi 1zin Usaha Perikanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 4 Tahun 2001 Seri B Nomor 3), Jo Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2001 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Bulungan Nomor 02 Tahun 2003 Seri B Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor 4), Jo Perda
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2001
Retribusi Izin Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun
2003 Seri B Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi 1zin Mendirikan Badan Hukum
Koperasi {Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 20601 Seri B Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomeor 2 Tahun 2002 Seri C
Nomor 2);

B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi lzin Usaha Pelayanan Kesehatan
{Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2002 Seri C Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Ussha Hotel (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2002 Seri C Namor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendaratan Alat-alat Berat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor B Tahun 2002 Seri C Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat ljin Usaha Jasa
Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2002 Seri C Nomor
12);

12. Peraturan Daerah Momor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi |Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri C Nomor 4);
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13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dan Pengawasan
Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2008 Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 54
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPAT! BULUNGAN,
ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 12,

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hi. INDRIYATI, SH, M.Si.
Pembina / IV a

NIP.196403281995032001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011 '
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemanditian
daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna,
perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah
bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemberian perizinan
tertentu.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang antara lain :
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganh umum dan menjaga kelestarian
lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagal pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, mengamanatkan
untuk memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

a. Retribusi {zin Mendirikan Bangunan;

¢. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
d. Retribusi Izin Gangguan;

e. Retribusi Izin Trayek.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 1 (satu) jenis retribusi
perizinan tertentu sehingga menjadi 5 (lima) yaitu :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retnibusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Trayek; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

ponop

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 149 ayat (3} dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pertu mengatur tentang Retribusi Daerah.

23




43260.pdf

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang herpedoman pada Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus
mengganti Perda-perda sebelumnya.

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pemutihan IMB yaitu pemberian atau
penerbitan IMB terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada atau
pada saat melaksanakan pembangunan awal belum ada IMB, namun
demikian bagi orang pribadi atau badan yang akah mengurus
pernutihan IMB wajib membayar retribusi dan penghitungan besarnya
retribusi yang terutang ditetapkan sama dengan proses permohonan
baru.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat
pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat
ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha
di luar tanah dan bangunan, atau penjualan Kotor, atau biaya
operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan
dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 17

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (1)

Ayat (2)
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Cukup jelas.

Huruf a.
Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegfatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Huruf c.
Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) adalah pemyataan yang dibuat oleh
Pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang
program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Yang dimaksud dengan :

» Jalan arteni adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata

tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi metayani

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk
dibatasi.

» Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

» Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan
dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata
rendazh.

‘f

Cukup jelas.

Contoh Penghitungan besarnya Retribusi sebagai berikut
Contoh 1

Perhitungan Retribusi Toko Swalayan “Sumber Rejeki” dengan Luasan
500 m’* sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU) = 500 m*

Indeks Gangguan {IG) =2 (Gangguan sedang)

Indeks Lokasi (IL) = 3 (Berada di Jalan Kolektor)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut :

LIRTU [ X[ TarifRetribusi [ x1G | xIL | Retribusi (Rp.)
50m | X Rp. 3.000,- x2 [x1 900.000,-
100 m” | X Rp. 2.500,- %2 {x1 1.500.000,-
200m* | X Rp. 2.000,~ x2 [x1 2.400.000,-
150m’ [ X Rp. 1.500,- x2 [x1 1.350.000,-
500 m* 6.150.000,-
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Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33
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Contoh 2

Perhitungan Retribusi Perusahaan Tambang “Kaltara Coal” denhgan
Luasan 1.000 ha sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha (LRTU)= 1.000 ha

Indeks Gangguan (IG) = 3 (Gahgguanh Besar)

Indeks Lokasi (IL) = 1 (Lokasi berada di lingkungan
sendiri)

Retribusi dihitung secara bertingkat sebagai berikut :

(RTU X | Tarif Retribusi_ | x1G [XIL | Retribusi (Rp.)
25Ha | X | Rp. 6.000.000,- [ x3 |x1 450.000.000,-
50Ha | X | Rp. 5.500.000,- (x3 |x1 825.000.000,-
100 Ha | X | Rp. 5.000.000,- | x3 |x1 1.500.000.000,-
200Ha | X [Rp. 4.500.000,- [x3 {x1 | 2.700.000.000,-
400 Ha | X | Rp. 4.600.000,- | x3 |x1 4.800.000.000,-
225Ha [ X | Rp. 3.500.000,- [x3 |x1 2.362.500.000,-
1.000 Ha 12.637.500.000,-
Avat (3}
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jetas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarmya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerzh pertu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan
cukup besar dan/atau besamya tarif tidak efektif lagi untuk

mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat
menyesuaikan tarif retribusi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasat 43
Pasal 44
Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52

Pasal 53

43260.pdf

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besamya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada
saat pembahasan APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 54
Culaup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hi. INDRIYATL, SH, M.S{
Pembina / IV a

Nip.196403281995032001
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Nomor SOP 551.1/409/LLALIVV/2017
| Tanggal Pembuatan 17 Mei 2017
“Fanggal Revisi 21 Mei 2017
Tanggal Efektf 25 Mei 2017
Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan,
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN Ir. . HASAN PEMMA, MAP
NIP. 19610707 199303 1 005
Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan Nama SOP Pembuatan Ijin Trayek (Kartu Pengawas)
DASARHUKUM.” - = & o' e g e 7 0 e s 0 s | KUALIFIKAST PELAKSANA: & .
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Minimal SLTA atau Sederajat
2. Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah; 2, Memahami prosedur pembuatan Jjin Trayek (Karta Pengawas)
3. Peraturan Pemerintah Nemor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 3. Memahami Dasar Hukum pembuatan Jjin Trayek (Kartu Pengawas)
4, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 4. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi [jin Trayek (Kartu Pengawas)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 lentang Angkutan Jalan; 5. Mampu melaksanakan koordinasi internal dan eksternal
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomer 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan 6. Menguasai pengoperasian komputer

denpan Kendarsan Umum;

7. Peraturan Daerak Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizipan Tertentu;

8, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perizinan Angkutar;,

9, Selinan Lampiran Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 503 Tahun 2003 Tentang Penetapan Trayek
Dalam Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Bar:mg Dualan Dalam Daergh Kabupalen Bulungan,

e

KETERKATTAN SOP' "~ 7,00 @ oo % 0 L7

"PERALATAN/ PERLENGKAPAN ~+ « "

1. SOP Lin Usaha Angkuta.n
2, S0P Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Buku Registrasi Pembuatan Jjin Trayek (Kartu Pengawas)
2. Format Kartu Pengawas
3. Data - data Pendukung

4. Komputer / Laptop, Printer, Jaringan Internet , Alat Tulis Kantor,

5. Lemari Arsip

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN *

Jika SOP Pembuatan {jin Trayek (Kartu Pengawas) tidak terlaksana maka :

1, Pendataan Fin Trayek (Kartu Pengawas) tidak teratur,

2, Pelayanan Pembtmtan Tjin Trayek (Kartu Pengewas) tdak berjalan efektif dan efisien;
3. Pemilik angkutan protes dan merasa terhebani;

4. Penyelesaian pembuatan in Trayek (Kartu Pengawas) tidak tepat wakta.

5. Tidak terpenuhinya target PAD retribusi ijin trayek.

1. Nomor dan data pada buku KIR;
2, Data Registrasi Kartu Pengawas
3. Kelengkaapan Permchonan.
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FLOWCHART SOP PEMBUATAN LIIN TRAYEK (KARTU PENGAWAS)

distempel

(Kartu Pengawas)

. ’ PELAKSANA . . MUTUBAKU .

MNo- "' o3 o Petagas | Kepala, |0 ; .

. Ormee | pesinman | Peacciaklii [, - sebat *[GE GRS 0| Cutput

: ? p S S Trayek G | Aogkatan '] - U

1. | Menerima surat J L dan memeriksa kelengkapan berkas Berkas tersusun
permohonan petrbuatan Liin Trayek (I\.'nm Pengawas), selanjutnya C_-j_ 2. Foto copy KTP; meuit | tercatst
pemohon tnalakukan pembayaran retribusi; 3. Foto cupy STNK;

4. Fote copy Buko KiR;
2. | Mencrima pembayaran retribusi dan metryeralikan salah satu salinan Berkas Permohonan dan | +20 Tanda Bukti Pemohon menycloapikan
bukti setor retribusi pentbayaran kepada pemehon; Bukti lunas Retribusi Jjin nenit Pembayaran ptlunasan  Retrbusi  dengan
\ ; Retribus Bendahase Pencrima
Tdk 1p.75.000,~
3, | Meregister dan mencetak Ko Trayek (Kartu Pengawas); Ya Betkas Permohonan yang { 60 Kartu Pengavvas Apabila Kas  berhatangan,
| Am——x telsh diverifikesi menit | Asdidm Asip | maka §in Trayek Iangsung
Ya 3 | dikoreksi dan diparaf Kabid
{

4. | Memeriksa Kartu P yang telah dictak berdasarkan ? : Ya Beikas permobopan, bukti |+ 15 Anip Kartu Apabila Kahid bethalangan,
kelengkapan berkas perraohoman, jika scsual maka Seksi Anghutan “Tdk . - humas  retribgsi,  kemo{ genir | Peogawestehbdi | poka Ko dapat langmung
Paraf arsif Kanln Pengawas; / | pengawas arsip dan ashi paraf Kasi menghadap Kadis

1
L)

5. | Memeriksa Kartu Pengawas ysng telah dicotak berdasarkm ] / : Berkas pemohon, arsip kasin | 2 20 Arsip Kartu Kasi berhalangan, Kabid
kelenghapan berkas per , jika sosmai maks Kepela Bidang | va | diparaf Kesl, kartn pengawas | menit | Pengawas telh di \genbalikan berkas
Paraf arsif Kartu Pengawas; Tdk \/ ash leroetak paraf Kabid Langsung kepada pebiges

6. | Menandatangani \jin Trayek (Kar Pengawas) Assip dan Asli Berkas pemohon, amip Jin |+ 1 s/d3{ Kata  Penpawas

- telah diparaf Kasi don Kobid, | por | draf dan Kartu ashi
Tjin asli tereetak ditandatangani

7. | Stempe! Karfu Pengawas, mengamipken berkas dan mepyetahkan v Tin (Katu Pengwas) Asli | +30 | Expedisi / Tanda

Kartu Pengawas baru kepada pemohon. ‘-) sudah  ditandatangani  dan | pepit | dstima Lfin Traysk

43260.pdf




43260.pdf

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Trayek (Kartu Pengawas)
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
SRS IR B Tre L .- Komponen Indikator * ~ *
No.| ariabel Penilaian . — ————
N . A A ‘% X ‘_ o o : Persyaratall‘ :1 : e R
1. | Standar Pelayanan
2. Sistern Mekanisme dan Prosedur (SOP) 1. Permohonan tertulis dan lampiran persyaratan diajukan kepada
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan,
2. Data Permohonan diverifikasi oleh pejabat berwenang;
3. Permohonan diproses.
b. Produk Pelayanan Surat Ijin Trayek (Kartu Pengawas)
c. Jangka Waktu Penyelesatan 1 s/d 3 Hari
d. Biaya / tarif Yjin Trayek Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupjah)

2. | Maldumat Layanan "Dengan ini, kami menyatakan siap menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan vang telah ditetapkan (memberikan
pelayanan secara profesional, dan sepenuh hati)".

3. | Sistem Informasi Pelayanan Publik a. Spanduk atau baleho;
b.Pamplet;

c. Website,
4. | Sarana dan Prasarana Fasilitas
a. Ruang tunggu Ruang Kerja Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
b. Loket / Meja Pelayanan Tidak tersedia
¢. Toilet untuk pengguna layanan 5 Tailet dilantai 1 Gedung Dinas Peshubungan
5. | Pelayanan Khusus
a. Ketersedinan sarana khusus bagi pengguna
layanan berkebutuhan khusus :
1). Ram Tidak tersedia
2). Rambatan Tidak tersedia
3). Kursi Roda Tidak tersedia
4). Jalur Pemandu Tidak tersedia
5). Toilet khusus Tidak tersedia
6). Ruang menyusui Ruang kerja kosong namun berpendingin ruangan
7). Lain-lain -
b. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna | )
layanan berkebutuhan khusus Tidak tersedia
c. Ketersediaan saranan pengaduan
1). SMS (+62) 85232247168
2). Telphone (0552) 23383 - 23382
3). Fax (0552) 21080
4). Email bulungandishub@gmail.com
5). Lain-lain -
6. | Pengelolaan Pengaduan

a. Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara
penyampaian pengaduan




43260.pdf

1.

2).

Informasi prosedur penyampaian
pengaduan

Informasi tatacara penyampaian pengaduan

Ketersediaan pejabat/petugas pengelola

a Melalui spanduk atau baleho vang dipasang di Gedung kantor
dinas perhubungan dan di pelabuhan serta di terminal;

b. Melalui Website Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;

c. Pamlet yang diedarkan pada saat razia bersama,

a. Menyampaikan langsung melalui sms, email;

b. Melalui surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;

c. Mengisi Blanko pengaduan dan dimasukkan ke kotak
pengaduan

a. Sekretaris Dinas Perhubungan;
b. Kabid Lalu Lintas dan Angkntan;
¢. Kepala Seksi Angkutan,




43260.pdf

NO

JENIS PELAYANAN

Saranpa Pengaduan Pclayanan

Pemanfaatan Tehnologi
Informasi Layanan

Ruang Lingkup
Tenis Pelayanan

Jenis Pelayanan

Produk Layanan

Sccara Elektronik

(scbutkan SMS, Telp, Konten
Web dan Media lainnya

Konvensional /
Manual

Ada Tidak
{sebutkan
Jenisnya dan
Penempatannya

Perizinan

Ljin Trayek

Kartu Pengawasan

Kotak
Pengaduan

Perizinan

Surat Ijin Uszha
Angkutan Kendaraan
Bermotor (SIUAKB)

1.

2.

6.

7.

Kutipan Ijin Usaha
Angkutan Barang
Kutipan Jjin Usaha
Angkutan Orang

. Rekomendasi

Peremajaan Angkutan
Kota / Taxi

. Rekomendasi

perubahan Sifat

. Rekomendasi

Angkutan Kota Dalam
Propinsi (AKDP)
Rekomendasi
Angkutan Sewa

Tjin Usaha Angkutan
Pariwisata

Kotak
Pengaduan
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